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ABSTRAK

Nama . LevirtaVagisa, S.H.
Program Studi  : Magister Kenotariatan

Judul Tesis : Andisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Barang
Persediaan Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia dirasa tepat diberlakukan karena kebutuhan akan adanya suatu
bentuk jaminan utang yang objeknya masih tergolong benda bergerak maupun
benda tidak bergerak tetapi tanpa menyerahkan kekuasaan atas benda tersebut,
yang beralih adalah hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan
sedangkan benda tetap dalam penguasaan pemilik benda. Lembaga Fidusia diatur
di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam
Undang-Undang Jaminan Fidusia terdapat pengecualian bahwa barang persediaan
sebagal objek jaminan fidusia dapat dialihkan dengan cara dan prosedur yang
lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Pokok permasalahan yang dibahas
dalam penulisan tesis ini adalah status uang hasil penjualan barang persediaan
sebagal objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit, implementasi hukum
terhadap debitur yang tidak menyerahkan hasil penjualan barang persediaan
tersebut kepada kreditur sebagai ganti objek jaminan yang telah
dipindahtangankan, eksekus terhadap objek jaminan fidusia berupa barang
persediaan. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu
menitikberatkan pada peraturan yang berlaku, referensi dan literatur-literatur serta
pelaksanaan peraturan dalam praktiknya. Dari hasil penelitian dalam praktik
banyak kesulian yang dihadapi oleh debitur dalam hal objek fidusia berupa barang
persediaan karena status uang hasil penjualan objek fidusia tersebut bergantung
pada status perjanjian kredit, sehingga perlu pengawasan yang terus menerus, dan
sanksi yang mengatur mengenal pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan
Undang-Undang Jaminan Fidusia terkait barang persediaan tidak tegas,
dimungkinkan dengan jalan melalui gugatan perdata namun ha tersebut
menjadikan kreditur preferen berubah menjadi kreditur konkuren serta
memerlukan biaya yang tidak sedikit, begitu pula dengan eksekusi terhadap
jaminan tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan pengaturan yang lebih
tegas baik dalam peraturan perundang-undangan maupun perjanjian antara kedua
belah pihak.

Kata Kunci : Fidusia, Jaminan Fidusia, Barang Persediaan, Perjanjian Kredit.
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ABSTRACT

Name : Levirta Vagisa, S.H.
Study Program : Master of Notary
Title : Legal Assesment dfet Credit Agreement With The

Merchandise Stock as Fiduciary Collateral Object

Fiduciary guaranty perceived to be appropriate beeaeeds of a kind of security
debt that the object is still classified as movaddsets or fixed assets but without
giving the authority of the object, in fiduciarply the ownership that move from
the owner to fiduciary grantee unless the objedt wtder the authority of the
owner . Fiduciary is regulated by Undang-Undang NoA?2 Tahun 1999 tentang
Jaminan Fidusia. In that regulation contained amreption which is the
merchandise stock as the collateral object of falyccould be assigned by the
procedure that usualy use in trading. The subjeatters in this thesis are the
status of money that earn from sales of the fidyo@bject in credit agreement,
Legal implementation againts debtor who not givihg earning from earn from
sales of the fiduciary object as a subtitution lo¢ object, and the execution
againts merchandise stock as fiduciary object. Tésearch is a normative legal
research with the nature of explanatory reseamdmFhe results of this study in
practice there are a lot of difficulty that was ddcby the debtor in case the
fiduciary object is the merchandise stock becahsestatus of the earning money
from sale of fiduciary object is depended on thedidr agreement ‘s status ,
because of that need a continously controlling tih@npunishment doesn’t really
strict. There is another way such as private laivbut in this situation the
Preferen creditor will change intokonkuren creditor and need more cost similar
as the execution of the fiduciary object. For harglthese problems need more
drastic regulation in the applicable laws and ragohs or in the agreement of the
parties.

Key Word : Credit Agreement, Merchandise stockyidry
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional yang dilakukan bertujuan umewujudkan cita-
cita bangsa Indonesia yaitu terciptanya suatu makga adil dan makmur yang
merata materiil spiritual berdasarkan Pancasiladiagang-Undang Dasar 1945,
maka pengembangan sistem pembangunan nasionalnyamgutamakan rakyat
banyak secara adil dan merata di segala bidanglalam hal ini diperlukannya
peran serta masyarakat sebagai pelaku utama pemimnglanpa peran serta
masyarakat maka pembangunan nasional di segalagbidkan sulit tercapai
khususnya dalam bidang ekonomi.

Dalam mewujudkan pembangunan ekonomi, pemerintah teemberikan
berbagai kebijakan, di antaranya adalah peningk&aaf hidup masyarakat
melalui kegaiatan pinjam meminjam atau pemberiadikryang dilakukan oleh
perbankan, baik Bank pemerintah maupun Bank swaatéonal sebagai salah
satu sumber mendapatkan dana atau modal kerjaatdagperkreditan tersebut
sangat banyak melibatkan lembaga perbankan, meatgifumgsi perbankan
sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakaandi salah satu usahanya
adalah memberikan kredit.

Dengan adanya pemberian kredit, masyarakat sepagarima kredit dapat
mengembangkan usahanya dengan lebih maksimal. #&kami, pemberian kredit
tersebut harus dibatasi dengan sendi-sendi hukamndagpat terarah, teratur dan
terjaminnya kepastian hukum baik bagi pemberi kredhupun penerima kredit
sehingga dalam pelaksanaan pemberian kredit tdrdeimya dapat dilakukan
dengan syarat-syarat tertentu, diantaranya terdagaban atau jaminan serta
adanya perjanjian.

Selain itu, suatu utang diberikan terutama atasgiitas atau kepribadian

debitur, kepribadian yang menimbulkan rasa kepeaaydalam diri kreditur,

YIndonesia, Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undawgmor 7
Tahun1992 tentang Perbankadndang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 3 Jal Badan
Pasal 13.
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bahwa debitur akan memenuhi kewajiban pelunasadeggan baik. Akan tetapi
juga suatu ketika nampaknya keadaan keuangan aegebaik, belum menjadi
jaminan bahwa nanti pada saat jatuh tempo untukgemabalikan pinjaman,
keadaan keuangannya masih tetap sebaik keadaatagebalam memberikan
kredit kepada seorang debitur, bank sebagai kreditelakukan penilaian
terhadap debitur tersebut untuk memberikan keyakiakan kemampuan dan
kepribadian debitur dalam hal pengembalian kreditigp waktu yang telah
ditentukan, hal ini dapat memperkecil kemungkirenatinya hal-hal yang tidak
diinginkan seperti keterlambatan pembayaran atiak tdipenuhinya kewajiban-
kewajiban oleh debitur.

Keyakinan bank seperti tersebut di atas didasgpkala unsur-unsur prinsip
kehati-hatian yang dikenal denga&nC’s analysesyaitu terdiri dariCharacter
(watak), Capacity (kemampuan),Capital (modal), Collateral (jaminan), dan
Condition of Economi¢kondisi ekonomi)?

Perjanjian Kredit menurut Hukum Perdata Indonessiupakan salah satu
dari bentuk perjanjian pinjam-meminjam yang diadafam Buku Ketiga Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yang untuk selanjuthg@but sebagai KUH
Perdata. Dalam bentuk apa pun, pemberian kredidigddakan pada hakikatnya
merupakan salah satu perjanjian pinjam-meminjanaga@imana diatur dalam
Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUH Perdai@aul dalam praktik
perbankan yang modern, hubungan hukum dalam Koed&n lagi semata-mata
berbentuk perjanjian pinjam-meminjam, melainkan ngda campuran dengan
bentuk perjanjian yang lainnya, seperti perjanpamberian kuasa dan perjanjian
lainnya?

Menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14998 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 199fangnPerbankan,

kreditur wajib mempunyai keyakinan atas kemampuam kksanggupan debitur

2). Satrio,Hukum Jaminan Hak-hak Kebendaan(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991),
him.97.

% Djuhaendah Hasamembaga Jaminan Kebendaan Tanah dan Benda Lain Wahekat
Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisatmizontal, (Suatu Konsep Dalam
Menyongsong Lahirnya Lembaga Hak Tanggung@Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996),
him.8.

“Muhammad Djumhanaiukum Perbankan di IndonesiéBandung: Citra Aditya Baki,
2006), him.502.
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untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang telphrj@hjikan. Dalam

penjelasan Pasal 8 tersebut dijelaskan, bahwa tkredintuk memperoleh
keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit harelskukan penilaian yang
cermat dan seksama terhadap karakter, kemampuaal,ragunan atau jaminan,
dan prospek usaha dari debitur.

Jaminan merupakan sesuatu yang diberikan kepadditreuntuk
menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenehiakban yang dapat
dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikattaminan pada umumnya
memiliki nilai yang lebih dari kewajiban yang dijamatau paling tidak setara
nilainya. Apabila terjadi wanprestasi, maka piha&ditur berhak untuk menarik
benda jaminan dari kekuasaan debitur. Pihak krediarus menjual benda
jaminan di muka umum, kemudian memperhitungkanapignya. Selain itu,
kreditur juga mempunyai hak mengeksekusi dan meelzenda jaminan bagi
pembayaran pelunasan utang debitur. Dalam PasalKW8! Perdata ditentukan
bahwa semua kebendaan seseorang secara umum mgajaidian bagi
perikatannya. Jaminan secara umum ini kadang-kadamyebabkan seseorang
kreditur hanya memperoleh sebagian dari uangnya, £d#¢h karena jaminan
secara umum ini berlaku bagi semua kreditur.

Hukum sebagai penunjang pembangunan nasional kigsubidang
ekonomi juga mengatur mengenai jaminan itu sendula beberapa pengertian
dari hukum jaminan, antara lain:

“Hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-Kaidaukum yang

mengatur hubungan hukum antara pemberi dan pengamiman dalam

kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendaptkilitas kredit®

Pendapat Pitlo yang dikutip oleh J.Satrio, memlarilpula perumusan
tentang Zzekerheidsrectersebagai hak(een recht)yang memberikan kepada
kreditur kedudukan yang lebih baik kepada krediteditur lain”®

Lembaga jaminan sendiri terbagi menjadi 2 (dua)sjegaitu jaminan
kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebemnldgan berbentuk gadai,

hipotik (bukan tanah), hak tanggungan, jaminandiauserta hak jaminan atas

°H. Salim HS.,Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonegitakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2004), him.6
® J.SatrioOp.cit, him. 3.
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resi gudang, sedangkan jaminan perorangan adafgmggungan ataoorgtocht
Lembaga jaminan yang didasarkan pada kepercayaamy dikenal dengan
jaminan fidusia sering muncul dalam praktik perdagan dan perbankan terkait
dengan perjanjian utang-piutang, permodalan, mapptkreditan.

Dalam dunia perdagangan baik yang menyangkut pemantang piutang,
permodalan, maupun perbankan, dikenal suatu lemjagaan yang didasarkan
atas kepercayaan yaittiduciaire Eigendoms OverdracfEFEO) yang disingkat
atau dikenal dengan nama FiduSlaembaga jaminan ini sebelumnya tidak diatur
dalam suatu peraturan perundang-undangan secasaskhamun sejak tanggal 30
September 1999 pemerintah telah mengundangkan dndadang Nomor 42
Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia selanjutnyabudisé/ndang-Undang
Jaminan Fidusia.

Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sggakan penjajahan
Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahiydesprudensi. Pertanggung
jawaban hak jaminan fidusia pada dasarnya telakshihakan sejak lama oleh
masyarakat karena adanya suatu kebutuhan atasjasoban dimana benda atau
barang tersebut tetap dapat digunakan oleh perydilsesuai peruntukan benda
atau barang tersebut. Bentuk jaminan ini digunadecara luas dalam transaksi
pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dipnggderhana, mudah,
dan cepat, namun terindikasi bahwa tidak adanyastegm hukum (karena pada
saat itu belum ada undang-undang yang mengaturmyagupun pada prinsipnya
jaminan fidusia ditujukan untuk memberikan kemudeabagi para pihak yang
menggunakanny?.

Jaminan fidusia dirasa tepat diberlakukan karenaagmegat ketentuan
dalam pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata, yang meatigar bahwa benda-benda
bergerak berwujud yang diberikan sebagai jaminandaegadai harus berpindah

dan berada dalam kekuasaan yang berpiutang, sduiagg-barang tersebut

"Hasan, Juahendali,embaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda yany
Melekat pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asass@dbaan Horizontal(Bandung: Citra
Aditya Bakti, 1996), him. 363.

®Freddy Harris, Aspek hukum pembebanan dan pendaftaran jaminasididmakalah
yang disampaikan pada seminar sosialisasi Undamghén Nomor 42 Tahun 1999 Tentang
Jaminan Fidusia, yang diselenggarakan oleh Badambifrean Hukum Nasional Departemen
Hukum Dan Perundang-Undangan Rl bekerjasama depgaBank Mandiri. Jakarta 09-10 Mei
Tahun 2000.
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sangat diperlukan oleh yang bersangkutan menjatanksahanya debitur
menginginkan adanya semacam jaminan terhadap bbadgerak berwujud

maupun yang tidak berwujud dan benda tidak berggaalk tidak dapat dibebani
dengan hak tanggungan yang dijaminkan tetap digedan dimanfaatkan oleh
debitur atau pemiliknya untuk tetap menjalankanhasga. Oleh karena itu,
dibutuhkan adanya suatu bentuk jaminan utang ydpekoya masih tergolong

benda bergerak maupun benda tidak bergerak tetmppat menyerahkan
kekuasaan atas benda tersebut, yang beralih adakakepemilikan suatu benda
atas dasar kepercayaan sedangkan benda tetap ptguasaan pemilik benda.
Maka lahirlah jaminan fidusia sebagai akibat dddraya kebutuhan dalam praktik
untuk menjaminkan benda tetapi tanpa penyerahasabeecara fisik.

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikeak@nd bahasa Indonesia.
Undang-undang yang khusus mengatur tentang halyaiiy Undang-Undang
Nomor 42 tahun 1999 juga menggunakan istilah “fi@tisDengan demikian,
istilah “fidusia” sudah merupakan istilah resmiatal dunia hukum kita. Akan
tetapi, kadang-kadang dalam Bahasa Indonesia uidukia ini disebut juga
dengan istilah “Penyerahan Hak Milik secara Kepgaaa.”° Pengalihan hak
kepemilikan dimaksud semata-mata sebagai jamingngedunasan utang, bukan
untuk seterusnya dimiliki oleh penerima fidu¥la.“Rekayasa hukum tersebut
dilakukan lewat bentuk globalnya yang disebut dangaConstitutum
Posessoriurh (penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahisk thenda
sama sekali)*!

Lembaga jaminan fidusia sebagai jaminan yang igaa$y mempunyai ciri-
ciri sebagai berikut :

1. Memberikan kedudukan yang mendahulukan kepadatirguenerima

fidusia @roit de preference

2. Selalu mengikuti objek yang dijaminkan, di tang&papun objek itu

berada kecuali pada benda persedidanit(de suité.

*Munir Fuady, Jaminan Fidusia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), Cetakan ke-2
Revisi, him.3.

Ypyurwahid Patrik dan Kashadijukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHBemarang:
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008), hbn.3

Y Munir Fuady,Op.cit hal.5
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3. Mempunyai asas spesialitas dan publisitas sehimygagikat pihak
ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum ke palabk-pihak
yang berkepentingan.

4. Mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusi.

Dilihat dari fungsi perbankan, yaitu menghimpun a@laari masyarakat dan
menyalurkannya kembali kepada masyarakat, antaranialalui kredit. Kredit
sangat diperlukan oleh masyarakat, baik untuk kepgen usahanya
(kepentingan produksi) maupun untuk kepentingarsiorsi. Apabila masyarakat
dapat mempergunakan kredit dengan baik dalam hakredit yang bersifat
produktif, maka akan meningkat pada kesejahtera@neka. Bank sebagai
lembaga keuangan mempunyai usaha untuk menghimgoa dari masyarakat
dan menyalurkan dana kepada masyarakat melaluiatiegi perkreditan
memegang peranan yang tidak kecil.

Dalam praktek pelaksanaan pemberian kredit oleh kBalengan
mempergunakan fidusia sebagai lembaga jaminantkkegdada pengusaha guna
mengembangkan usahanya, maka tidak tertutup kermamgkakan muncul
permasalahan-permasalahan hukum karena objek ditssitetap berada dalam
tangan debitur. Sebagaimana yang terjadi dalam epdwskngan kegiatan
perkreditan dengan jaminan fidusia, bahwa objekinam fidusia dapat berupa
barang persediaan.

Pada mulanya benda yang menjadi objek fidusia tasbpada benda
bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan, sdtapi dalam perkembangan
selanjutnya benda yang menjadi objek fidusia teukgsga kekayaan benda
bergerak yang tidak berwujud maupun benda tidalgdvek yang meliputi
bangunan-bangunan yang didirikan di atas tanahraeganah hak sewa, hak
pakai atas tanah milik orang lain, hak pengelola@mana menurut Undang-
Undang Pokok Agraria hak-hak atas tanah terseldaik tidapat dihipotikkan
maupun Hak Tanggungan.

Pembebanan fidusia terhadap segala objek fidusias hdidaftarkan ke
Kantor Pendaftaran Fidusia guna memberikan kepabtikum bagi para pihak
yang berkepentingan dan pendaftaran jaminan fidosgnberikan hak yang

didahulukan freferer) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain
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sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42unratf99 tentang
Jaminan Fidusia.

Barang persediaan sebagai objek fidusia diatur udhwalam Undang-
Undang Jaminan Fidusia, karena berbeda dari olfjgojaminan fidusia
lainnya. Barang persediaan dapat berubah jumlahkgmena terus digunakan
dalam kegiatan usaha untuk diperjualbelikan. Baggrgedian, dalam penjelasan
Undang-Undang Jaminan Fidusia Pasal 6 huruf c ikbart benda dalam
persediaan yang selalu berubah-ubah dan atautétigk seperti stok bahan baku,
barang jadi, atau portfolio perusahaan efek, madand akta jaminan fidusia
dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, sertht&si@ari benda tersebut.

Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia ditentukan Bbahwarang
persediaan dapat dialihkan dengan cara dan progadgrlazim dilakukan dalam
usaha perdagangan, hal ini merupakan pengecuadidiadap objek fidusia
lainnya dimana terdapat larangan bagi pemberi gdusmtuk mengalihkan,
menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjgek gdminan fidusia
tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari epema fidusia. Namun
pengalihan objek jaminan fidusia berupa barangegisan tersebut harus diikuti
dengan penggantian oleh pemberi fidusia dengankobgng setara. Yang
dimaksud setara disini adalah sama nilainya damsegebagaimana diatur dalam
penjelasan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Terhabiggk jaminan ini pada
umumnya kreditur sulit mengetahui keadaan objekrjamkarena tidak mungkin
dilakukan pengawasan secara terus menerus dan gbgrarsediaan selalu
menyusut karena diperjualbelikan sebagai usahaautebitur.

Masalah yang mungkin timbul adalah jika debitur prastasi sedangkan
benda jaminan fidusia telah berkurang karena dipdsglikan oleh debitur dan
belum diganti dengan benda yang setara terutanaandadl objek fidusia berupa
benda persediaan sehingga nilai objek jaminan yazerganjikan diawal tidak
sesuai dengan persediaan yang ada, serta uangiatpiytang hasil penjualan
barang tersebut tidak diberikan sebagai pemenurestasi oleh debitur tersebut.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undangaaifidusia :

“Pembeli benda yang menjadi objek Jaminan Fidusiagymerupakan
benda persediaan bebas dari tuntutan meskipun fienibesebut
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mengetahui tentang adanya Jaminan Fidusia itu,atekgtentuan bahwa

pembeli telah membayar lunas harga penjualan Bedadsebut sesuai

dengan harga pasar.”
Pasal tersebut memberi pengaturan bahwa pihak maramk dapat menuntut
pembeli benda yang menjadi objek Jaminan Fidusiag yaerupakan benda
persediaan meskipun pada kenyataannya pembelbtérseengetahui tentang
adanya Jaminan Fidusia itu, namun dengan ketenbadmva pembeli telah
membayar lunas harga penjualan benda tersebutisdengan harga pasar.
Terhadap kewajiban penggantian barang tersebuta spenyerahan hasil
pengalihan barang persediaan tidak diberikan sagksig tegas sehingga
keberlakuannya pun kurang diperhatikan. Selaip&umasalahan lain timbul saat
pelaksaan eksekusi objek jaminan berupa barangdgiae karena nilai objek
jaminan yang telah berkurang.

1.2 Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di m&sgenai jaminan
fidusia dengan objek benda persediaan pada pemamjiedit, maka penulis
merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah status uang hasil penjualan bararsggiaan sebagai
objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit?

2. Bagaimana implementasi hukum terhadap debitur yaitak
menyerahkan hasil penjualan barang persediaan bteérskepada
kreditur sebagai ganti objek jaminan yang telalndiphtangankan?

3. Bagaimana eksekusi terhadap objek jaminan fidugiauda barang

persediaan?

1.3 Tujuan Pendlitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang telahildior sebelumnya,
maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui bagaimanakah status uang hasil penjudarang

persediaan sebagai objek jaminan fidusia dalanapén kredit.
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2. Mengetahui bagaimana implementasi hukum terhaddptudeyang
tidak menyerahkan hasil penjualan barang persed&aebut kepada
kreditur sebagai ganti objek jaminan yang telalindiphtangankan.

3. Mengetahui Bagaimana eksekusi terhadap objek janfidasia berupa

barang persediaan.

1.4 Metode Pendlitian

Dalam suatu penulisan ilmiah memerlukan suatu neetpenelitian.
Penggunaan metode tersebut dimaksudkan agar jpemmetiapat memberikan
kebenaran. Metode Penelitian yang dipakai dalangkarpenulisan tesis ini
adalah metode penelitian yuridis normatif dengamatu untuk menarik asas-asas
hukum, mencari kebenaran ilmiah yang teoritis sehghn dengan masalah yang
dibahas. Metode penelitian yuridis normatif berauuntuk menilai manfaat
peraturan perundang-undangan bagi subjek hukumda@alkewajiban, peristiwa
hukum, hubungan hukum dan objek hukum.

Dalam penelitian yuridis normatif tersebut, makaraknencakup penelitian
terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadagstakadnisasi horizontdf

Tipologi penelitian dalam penelitian ini adalah ekan evaluatif.
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penilamengenai perjanjian kredit
dengan Jaminan Fidusia berupa barang persediaaelitRe bertujuan untuk
melakukan evaluasi untuk menelaah keberlakuan yrarafperundang-undangan
mengenai Jaminan Fidusia dalam kaitannya dengansste&ng hasil penjualan
objek jaminan barang persediaan, implementasi hukamng dapat diberlakukan
serta eksekusi barang persediaan sebagai objelnganfidusia berdasarkan
Undang-undang Jaminan Fidusia serta Kitab Undanggblgn Hukum Perdata.

Data yang dikumpulkan berupa data sekunder, yaita gang telah dalam
keadaan siap pakai, bentuk dan isinya telah dispsuanlis terdahulu dan dapat

diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat.

12 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudfienelitan Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat(Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001), him 14.

13 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjip.Cit, him. 37.
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Pendekatan masalah yang digunakan dalam penatitiadalah pendekatan
normative dengan penjelasan sebagai berikut:

Pendekatan normative dilakukan dengan mempelagri rdenelaah ketentuan-
ketentuan hukum yang berlaku, dokumen atau litezgaylang berkaitan dengan
permasalahan yang diteliti.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam peaelithi adalah studi
dokumen yaitu studi yang dipergunakan untuk menddp#a sekunder yang
bersumber dari :

1. Bahan Hukum Primer yaitu berupa peraturan perundaadgngan yang
terkait dengan topik pembahasan penelitian inia@ntlain : Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang NomorTd2un
1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Noriofahun 1998
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 TH9®@® tentang
Perbankan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tah0A tentang
Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia.

2. Bahan Hukum Sekunder vyaitu bahan-bahan hukum yaigyai
menjelasakan mengenai bahan primer, meliputi hzeilelitian, buku-
buku, artikel-artikel, koran, majalah, internet taerjurnal yang
berhubungan dengan permasalahan atau hasil katgan dealangan
hukum.

3. Bahan Hukum Tertier yaitu bahan-bahan penunjan@grairimer dan
sekunder disebut juga bahan acuan.

Peneliti melakukan penelitian melalui studi dokumé#felalui studi dokumen
yaitu dengan mempelajari undang-undang yang mengdadhan-bahan pustaka
yang berhubungan dengan pokok permasalahan yaabadipwawancara dengan
beberapa informan untuk memberikan informasi meag@enerapan undang-
undang tersebut dalam masyarakat.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitia adalah metode
kualitatif yaitu untuk memberikan pengertian dampbeaman mengenai analisis
terhadap perjanjian kredit dengan objek jaminaudia berupa barang persediaan.

Bentuk hasil penelitian ini berupa penilaian merageperjanjian kredit

dengan Jaminan Fidusia berupa barang persediaan.
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1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini, terdiri dari tigab yang masing-masing

terdiri dari beberapa sub bab yang saling berkaltemuk selanjutnya sistematika

ini dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB 1

PENDAHULUAN

Pada Bab 1 ini, terdiri atas latar belakang peritahsa, pokok
masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dateraatika
penulisan. Pada latar belakang permasalahan penelit
menguraikan tentang keberadaan barang persedibagas@bjek
jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undangabgd
Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, barang
persediaan dapat berubah jumlahnya dan tidak tetapna dapat
diperjualbelikan oleh debitur meskipun hak kepékaitinya telah
beralih kepada kreditur sebagai agunan kredit yditeyimanya
sehingga seringkali menimbulkan masalah dalam g adisertai
dengan alasan-alasan yang membuat tertarik untukkoiean
penelitian tesis ini. Pada pokok permasalahan dikatan
identifikasi masalah yang akan diformulasikan jaaratya dalam
hasil penelitian. Pada bagian tujuan penelitianardgaikan
mengenai harapan terhadap hasil penelitian antira untuk
memahami dan mengetahui apakah jawaban dari pokok
permasalahan tersebut. Metode penelitian yang digamadalah
metode penelitian yuridis normatif dengan tujuatukrmenarik
asas-asas hukum, mencari kebenaran ilmiah yangitigeor
sehubungan dengan masalah yang dibahas dengank tekni
pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara
narasumber yang tertuju pada sumber data sekubDd&m bab
pendahuluan ini dikemukakan pula mengenai sistémati

penulisan tesis ini.
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BAB 2 PERJANJIAN KREDIT DENGAN BARANG PERSEDIAAN
SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA
Bab 2 akan memuat kajian teori dan analisa berkai@ngan
objek jaminan fidusia berupa barang persediaanmdalerjanjian
kredit. Pembahasan pada bab dua sub bab 2.1 mesniesitang
Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian dan Perjanjiaredir
meliputi pengertian perjanjian, syarat sahnya pg@ga,
pengertian kredit. Pada sub bab 2.2 membahas tgfaamnan
kredit meliputi pengertian jaminan kredit, bentuabuk jaminan
yang sering digunakan oleh Bank dalam praktik dohresia, sifat
perjanjian jaminan, tujuan jaminan. Pada sub b&bn#¥mbahas
mengenai Jaminan fidusia meliputi pengertian jamifidusia,
sifat jaminan fidusia, objek jaminan fidusia, pemdean jaminan
fidusia, pendaftaran jaminan fidusia, pengalihanifen fidusia,
serta hapusnya jaminan fidusia. Pada sub bab 2i4eiaulisan
ini masuk kepada pokok permasalahan yaitu mengemalisis
status hasil penjualan objek jaminan fidusia dalpenjanjian
kredit, implementasi hukum terhadap debitur yangdaki
menyerahkan uang hasil penjualan objek fidusiaebers dan

eksekusi jaminan fidusia dengan objek berupa bgpamngediaan.

BAB 3 PENUTUP
Pada Bab 3 yang merupakan bab terakhir akan damaik
mengenai simpulan yang diambil penulis setelah loietanalisa
pada bab-bab sebelumnya berikut saran yang dimerluk
Simpulan merupakan ringkasan atas hasil penelitiemgenai
perjanjian kredit dengan barang persediaan selodgzk jaminan
fidusia setelah dilakukan pembahasan sehingga pokaéalah
yang diuraikan sebelumnya dapat terjawab pada gidmelitian
ini. Saran menguraikan saran-saran dari penulsndalpaya ikut
serta memecahkan permasalahan yang terjadi sesujanl

kemampuan yang dimiliki.
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BAB 2

PERJANJIAN KREDIT DENGAN BARANG PERSEDIAAN SEBAGAI
OBJEK JAMINAN FIDUSIA

2.1 Tinjauan Umum Perjanjian dan Perjanjian Kredit
2.1.1 Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian sebagaimana terdapat dalaal Pa13 KUH Perdata
menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatwatterb dimana satu orang
atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang &haih lainnya. Pengertian
tersebut menurut para sarjana kurang lengkap kakemgyak mengandung
kelemahan-kelemahan dan terlalu luas pengertiatayana istilah perbuatan
yang dipakai dapat mencakup juga perbuatan meldwdmm dan perwalian
sukarela, padahal yang dimaksud adalah perbuatkaware hukunt

Menurut R. Setiawan, definisi perjanjian adalahesg berikut:

a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukary perbuatan

yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.

b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkanyditidalam Pasal

1313 KUH Perdata.

Sehingga menurut beliau, perumusan perjanjian hAdsalemtu perbuatan
hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkamydirterhadap satu orang
atau lebih lainnya.

Menurut Rutten, rumusan perjanjian menurut Pasdl31BUH Perdata
mengandung kelemahan karena hanya mengatur parnasgpihak dan juga
sangat luas karena istilah perbuatan yang dipdéa enencakup juga perbuatan
melawan hukun® Para sarjana hukum perdata pada umumnya menganggap
definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdatgerlalu luas cakupannya.

Subekti mengartikan perjanjian adalah suatu pesstilimana seseorang
berjanji kepada seorang lain dimana dua orang dling berjanji untuk

melaksanakan sesuatu hal.

“R. SetiawanPokok-pokok Hukum Perikatan, (Bandung: Bina Cipta, 1975), hal. 49.
*purwahid PatrikDasar-dasar Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian
dan dari Undang-undang, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal.46.

13
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Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagaatu perhubungan
hukum mengenai harta benda antara dua pihak, daana satu pihak berjan;ji
atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatwataal untuk tidak melakukan
suatu hal. Sedang pihak lain berhak menuntut pafeen janji itu.

Abdulkadir Muhammad, berpendapat bahwa perjanjiaaladn suatu
persetujuan dengan mana dua orang atau lebih salewgikatkan diri untuk
melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaa

Menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian adalah hglamnhukum antara
dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat unémkmbulkan akibat hukum.
Berdasarkan definisi yang diberikan oleh Sudikno rtbleisumo, didapat
pengertian bahwa perjanjian adalah suatu hubung&aonih Hubungan hukum
yang dimaksud adalah peristiwa bertemunya dua p&hthukum yang masing-
masing bersisi satu, yaitu penawaraanpad) dan penerimaara@nvarding) yang
melahirkan kata sepakat atau persesuaian keheratam para pihak.

Perikatan diatur dalam buku Il KUH Perdata yangjumil “tentang
Perikatan”. Buku Ill KUH Perdata tersebut dibagnjadi 18 (delapan belas bab)
yang terdiri atas ketentuan-ketentuan umum dannkede-ketentuan khusus.
Ketentuan-ketentuan umum adalah ketentuan-keteryaiag berlaku bagi semua
perikatan yang termuat dalam Bab | sampai dengam IBaBuku 11l KUH
Perdata. Ketentuan-ketentuan khusus ialah keteriketentuan yang mengatur
mengenai perjanjian khusus atau perjanjian berngng termuat dalam Bab V
sampai dengan Bab XVIII Buku Ill KUH Perdata.

Perjanjian diatur dalam Bab Il Buku Il KUH Perdatengan judul
“perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrakawa perjanjian”. Istilah
“perikatan” mempunyai arti yang lebih luas daripastdah “perjanjian”. Adapun
yang dimaksud dengan “perikatan” dalam buku Ill KURérdata ialah suatu
hubungan hukum (mengenai kekayaan harta bendajaadtza orang, yang
memberi hak pada yang satu untuk menuntut baraswgate dari yang lainnya,
sedangkan orang yang lainnya diwajibkan memenuhiutan itu. Dengan
demikian, hubungan antara perikatan dan perjagaailah bahwa perjanjian itu
menerbitkan perikatan. Perjanjian merupakan salahssimber perikatan.

Bab 1l Buku Ill KUH Perdata dibagi menjadi 4 (empdkagian. Bagian
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kesatu yang terdiri dari 7 (tujuh) pasal, yaitu gak313 sampai dengan pasal
1319, mengatur mengenai ketentuan-ketentuan umagiaB kedua mulai dari
pasal 1320 sampai dengan pasal 1337 mengatur gersigarat-syarat yang
diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian. Bagigig&anengatur tentang akibat
suatu perjanjian yang dimulai dari pasal 1338 sameagan pasal 1341. Bagian
terakhir, yaitu bagian keempat mengatur tentangfgéan suatu perjanjian yang
dimulai dari pasal 1342 sampai dengan pasal 1351.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Buku IIHKRerdata memiliki
sifat terbuka gpenbaar system) dan berfungsi sebagai hukum pelengkagti onal
law atau aanvullend recht), sebagaimana yang diatur dalam pasal 1338 ayat (1
KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjaygiag dibuat secara sah
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang osmja.

Memiliki sifat terbuka berarti bahwa para pihak atal mengadakan
perjanjian dapat menggunakan aturannya sendiritatianmereka, meskipun
berbeda dengan ketentuan-ketentuan umum maupuntd@teketentuan khusus.
Hal ini berlaku sepanjang tidak bertentangan denpakum yang bersifat
memaksa, ketertiban umum dan kesusilaan. Hal imhinegikan peluang untuk
lahirnya perjanjian-perjanjian lain di luar perj@am-perjanjian yang telah ada
ketentuannya dalam KUH Perdata.

Ketentuan hukum perjanjian berfungsi sebagai hulpeiengkap berarti
bahwa pasal-pasal yang terdapat dalam Buku [l KUWdrdata dapat
dikesampingkan berdasarkan kesepakatan para pikatentuan hukum
perjanjian baru akan berlaku dalam hal terjadi gdeiban, dimana para pihak
tidak mengatur secara khusus mengenai hal ters&dam perjanjian. Tetapi,
tidak semua ketentuan dalam hukum perjanjian l@rséfbagai hukum pelengkap.
Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak tétos tunduk pada peraturan-
peraturan umum perjanjian seperti yang termuatnd@aku Il Bab kesatu dan
kedua KUH Perdata sebagaimana yang tercantum dakasal 1319 KUH

Perdata.
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2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian dapat disebut sebagai suatu pienayang sah apabila
telah memenuhi syarat-syarat perjanjian. BerdasaBRasal 1320 KUH Perdata,
untuk sahnya suatu perjanjian para pihak harus mehesyarat-syarat tersebut
dibawabh ini:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Kedua subjek mengadakan perjanjian, harus bersepaagenai hal-
hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Sapakengandung
arti bahwa apa yang dikehendaki pihak yang sateh&iikdaki pula oleh
pihak yang lain.

b. Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian

Cakap artinya orang-orang yang membuat perjanjiarush cakap
menurut hukum. Seorang telah dewasa atau akil ,bsdéikat jasmani
dan rohani dianggap cakap menurut hukum, sehinggatdnembuat
suatu perjanjian. Orang-orang yang dianggap tidakag menurut
hukum ditentukan dalam Pasal 1330 KUH Perdatay y@iang-orang
yang belum dewasa dan orang-orang Yyang ditaruh wdiba
pengampuan.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal atau objek tertentu artinya dalam mempeganjian, apa
yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak danalban para pihak
bisa ditetapkan.

d. Suatu sebab yang halal

Suatu perjanjian adalah sah apabila tidak bertgatandengan undang-
undang, kesusilaan dan ketertiban untfim.

Menurut Abdulkadir Muhammad, kesepakatan kehendaisifat bebas,
artinya betul-betul atas kemauan sukarela par&kpmlha tidak ada paksaan sama
sekali dari pihak manapun, maksudnya apabilang melakukan perbuatan
menyepakati, tidak berada di bawah ancaman, baiknaan kekerasan jasmani
maupun dengan intimidasi yang bersifat menakut-hakehingga orang yang
dipaksa tersebut dengan terpaksa harus menyepakjanjian itu.

' purwahid Patrik, Asas-asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian, (Semarang:
Badan Penerbit UNDIP, 1986), hal.3.
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Segi penting dalam suatu sepakat adalah adanyagveam kehendak.
Walaupun diantara kedua belah pihak telah ada kasekehendak, hal itu belum
melahirkan suatu perjanjian. Diperlukan adanya wsyasrbuatan nyata yang
disebut dengan pernyataan kehendak agar kesestetiendak para pihak bisa
bertemu. Dengan adanya pernyataan kehendak, mlakaaia sepakat dan pada
saat itu juga telah lahir perjanjian. Cara menyatakehendak bisa dilakukan
diam-diam maupun secara tegas. Dalam menyatakan#étek secara tegas dapat
dilakukan secara lisan maupun melalui tulisan y&ewgliri dari akta otentik
maupun akta di bawah tangan.

Pasal 1321 KUH Perdata mensyaratkan bahwa sepakas benar-benar
merupakan kehendak para pihak, dimana kehenda&btérdrarus bebas dari
kekhilafan @waling), paksaandwang) ataupun penipuarbédrog). Konsekuensi
perjanjian yang pernyataan kehendaknya terdapduilkékn (kesesatan), paksaan
ataupun penipuan maka perjanjian tersebut dapatadian.

Salah satu syarat untuk sahnya perjanjian ialabkegan pihak-pihak yang
akan membuat perjanjian. Cakap berarti mampu umbgkakukan perbuatan
hukum secara mandiri dengan akibat hukum yang Emgkasal 1329 KUH
Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap membuat suatu
perjanjian dengan ketentuan oleh undang-undand teientukan lain, yaitu
ditentukan sebagai orang yang tidak cakap memlargrgian.

Dengan demikian orang yang akan membuat perjahpamslah orang yang
cakap. Pada asasnya setiap orang yang sudah desvasahat pikirannya adalah
cakap menurut hukum. Dalam pasal 1330 KUH Perdatbdtkan bahwa orang-
orang yang tidak cakap untuk membuat suatu pesjanglah orang-orang yang
belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengamgerta orang perempuan
dalam hal-hal yang ditetapkan undang-undang daa patumnya semua orang
kepada siapa undang-undang telah melarang membergnjan-perjanjian
tertentu.

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan tdrddgboerapa
perbedaan mengenai umur seseorang untuk dikatakeasd, diantaranya:

a. Pasal 330 KUH Perdata menyebutkan bahwa seseoetaly dewasa

apabila telah berumur 21 tahun;
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b. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1@mdang
Perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum bet8giahun atau
belum pernah melangsungkan perkawinan berada dakkuasaan
orangtuanya,;

c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketereagein
menyatakan bahwa anak adalah orang yang belumi®d&sahun;

d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatatarisl
dewasa apabila telah berusia 18 tahun.

Dengan adanya beberapa perbedaan dalam ketentsorge perundang-
undangan, berdasarkan ashex posteriori derogat legi priori (perundang-
undangan yang baru menggantikan perundang-undaggag lama) maka
digunakanlah ketentuan bahwa seseorang dikatakaasdeapabila telah berusia
lebih dari 18 tahun.

Orang yang berada di bawah pengampuan yaitu seta&py yang dalam
keadaan lemah pikir, kekurangan daya pikir, pemba@t@u pemabuk. Akibat
hukum seseorang yang ditaruh di bawah pengampuén digamakan dengan
orang yang belum dewasa. Orang yang berada di bpemgpampuan jika akan
melakukan perbuatan hukum maka harus diwakili plehgampunya yang telah
ditetapkan oleh hakim. Kecakapan orang yang sagatan meliputi seluruh
perbuatan hukum, sedangkan untuk orang pemboropet@abuk hanya dalam
hal perbuatan hukum di dalam harta kekayaan.

Suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian adalgékoperjanjian. Objek
perjanjian ialah prestasi yang menjadi pokok pg¢ganyang bersangkutan.
Prestasi itu sendiri bisa berupa perbuatan untuknleekan atau menyerahkan
sesuatu, melakukan sesuatu maupun tidak melak@samats. Pasal 1333 ayat (1)
dan (2) KUH Perdata telah menentukan bahwa suajanpaen harus mempunyai
sebagai pokok suatu barang yang paling sedikintikan jenisnya. Tidaklah
menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tersa, saja jumlah itu kemudian
dapat ditentukan atau dihitung. Sesuai ketentuaalP332 KUH Perdata, hanya
barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapajadi pokok suatu

perjanjian.

Universitas Indonesia

Analisis yuridis..., Levirta Vagisa, FH Ul, 2012.



19

Causa yang halal dalam pasal 1320 KUH Perdata halkaebab dalam arti
yang menyebabkan atau yang mendorong orang membtanjian, melainkan
sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri ataa 3ang diperjanjikan dalam
perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuangyakan dicapai oleh para
pihak. Undang-undang tidak memperdulikan sesuatyg yaenjadi sebab orang
mengadakan perjanjian atau dorongan jiwa untuk no@misuatu perjanjian.
Undang-undang hanya memperhatikan dan mengawagergnjian tersebut,
yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai pkela pihak, apakah
dilarang oleh undang-undang atau tidak, apakaleti@rigan dengan ketertiban
umum dan kesusilaan atau tidak (pasal 1337 KUH&®&)yd

Dari keempat syarat sahnya perjanjian, yang measpayarat subjektif,
yaitu adanya kesepakatan antara kedua belah pidla$g snengikatkan dirinya
serta kecakapan untuk membuat perjanjian. Apapdeas subjektif tersebut tidak
terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatajaidable).

Sedangkan syarat objektif terdiri dari adanya sua#él tertentu yang
menjadi objek perjanjian dan adanya suatu sebap lyalal yang dibenarkan oleh
hukum, apabila syarat objektif tidak terpenuhi,tsyzerjanjian disebut batal demi
hukum (oid/nietig).

Dengan demikian, suatu perjanjian yang telah meimesyarat-syarat
seperti yang telah ditentukan oleh pasal 1320 K@ti&a, maka perjanjian itu
sah dan membawa akibat hukum bagi para pihak yan@t untuk melaksanakan
apa yang telah diperjanjikan.

2.1.3 Perjanjian Kredit

Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tenf@egibahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbargads Pasal 1 butir 11
ditegaskan bahwa Kredit adalah penyediaan uang t#gihan yang dapat
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan kdsepakatan pinjam-
meminjam antara kreditur pihak lain, yang mewajibkahak peminjam untuk

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentgatepemberian bunga.
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“Kredit adalah modal yang diharapkan akan diterolaa luar pada waktu
mendatang, maka pada waktu mengajukan permintaadit kippada
hakekatnya harus berdasarkan pada suatu perencahaan

Dalam kredit, terdapat prinsip yang senantiasagdipg teguh yaitu bahwa
kredit yang dikeluarkan harus diterima kembali sesiengan perjanjian. Dengan
mengingat hal itu, maka kreditur di dalam mempdrangkan penyetujuan
permohonan kredit harus selektif. Bank sebagaihsaktu lembaga keuangan
sangat besar peranannya dalam kehidupan masyamkéam menjalankan
peranannya, bank bertindak sebagai salah satu ¢anbeeuangan yang
mempunyai salah satu kegiatan usaha yaitu memberikadit. Adapun
pemberian kredit dilakukan baik dengan modal seradau dengan dana-dana
yang dipercayakan pada bank dari para nasabahnya.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tdl9®8 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992ntenPerbankan
(selanjutnya disebut Undang-undang Perbankan)ulikan:

“Bank adalah Badan usaha yang menghimpun danardeyarakat dalam

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyadakam bentuk

kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam meratigia taraf hidup
rakyat banyak.”
Kredit berasal dari bahasa Yunaoiédere” yang berarti kepercayaatrst
ataufaith). Dengan demikian, seseorang yang memperolehtkpada dasarnya
adalah memperoleh kepercayaan. Unsur-unsur kreditapkan adalah sebagai
berikut®
a. Kepercayaan, setiap pemberian kredit dilandasi &kyakinan bank
bahwa kredit tersebut akan dibayar kembali olehtdebesuai dengan
jangka waktu yang telah diperjanjikan.

b. Waktu, antara pemberian kredit oleh bank dengarbpgaran kembali
oleh debitur tidak dilakukan pada waktu yang beemammelainkan

dipisahkan oleh tenggang waktu.

" Mariam Darus BadrulzamaRegrjanjian Kredit Bank, (Bandung: Alumni, 1983), him.12.
183, satrio (a),Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, (Bandung: Citra Aditya

Bakti, 2002), him. 253-254.
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c. Risiko, setiap pemberian kredit jenis apapun alakahdung risiko
dalam jangka waktu antara pemberian kredit dan pgaran kembali.
Ini berarti makin panjang jangka waktu kredit matimggi risiko kredit
tersebut.

d. Prestasi, setiap kesepakatan yang terjadi antank blan debitur
mengenai pemberian kredit, maka pada saat itu gkda terjadi suatu
prestasi dan kontra prestasi, dan

e. Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakatai@ pihak kreditur
(bank) dan pihak debitur (nasabah), maka wajibadigkan dalam
perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis.

Kredit yang diberikan bank didasarkan atas kepe@aysehingga dengan
demikian pemberian kredit merupakan pemberian keyean kepada nasabah.
Pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagah ssdéu usaha bank untuk
mendapatkan keuntungan, maka bank dapat menersskganan masyarakat
kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika barikl-betul yakin bahwa
debitur akan mengembalikan pinjaman yang diteriraesgsuai jangka waktu dan
syarat-syarat yang disetujui oleh bank.

Dengan demikian, pemberian kredit wajib dituangldgalam perjanjian
kredit yang tertulis, baik akta dibawah tangan nueugkta notariil. Pada dasarnya
suatu perjanjian kredit harus memenuhi 6 (enanvpsyainimal, yaitu'®

a. Jumlah hutang.

Jumlah ini biasanya merupakan jumlah maksimum kredig diberikan
oleh bank kepada debiturnya.

b. Besarnya bunga.

Bank biasanya menetapkan besarnya bunga yang tidaysarkan oleh
debitur akibat fasilitas kredit yang ia perolehidenk.

c. Waktu pelunasan.

Waktu pelunasan berhubungan dengan lamanya krealig yakan
diberikan.

d. Cara-cara pembayaran.

*Hasanudin Rahmamspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia,
(Bandung: Citra aditya bakti, 1995), him.159.
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Dalam perjanjian kredit, pembayaran pada dasarramatddilakukan
dalam dua cara yaitu dibayar sekaligus atau dibsg@eara mencicil atau
mengangsur.

e. Klausulaopenbaarheid yaitu kalusula yang memuat hal-hal mengenai
hilangnya kewenangan bertindak atau kehilanganhlaékeebitur untuk
mengurus harta kekayaannya, barang jaminan sefédaik@ debitur
untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam perjarijradit sehingga
debitur harus membayar secara seketika atau lunas.

f. Barang jaminan.

Dalam perjanjian para pihak memiliki kewajiban ydragus dipenuhi berisi
prestasi. Prestasi inilah yang disebut sebagaikopgrjanjian. Prestasi disini
merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh taebterhadap penuaian
kewajiban oleh Debitur maka di sana kreditur menypumak untuk menuntut
pelaksanaannya.

Berdasarkan ketentuan pasal 1234 KUH Perdata,agresrbagi menjadi
tiga, yaitu:

a. Memberikan sesuatu, dengan menyerahkan hak milk aemberi

kenikmatan atas suatu benda;

b. Berbuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan separig sudah
diperjanjikan;

c. Tidak berbuat sesuatu, tidak melakukan sesuaturtsegg sudah
diperjanjikan.

Adanya kemungkinan suatu perjanjian yang telah atitiapi tidak dapat

dilaksanakan disebabkan karena:

a. Force majeur (keadaan memaksa)

Adalah suatu keadaan dimana seorang debitur @erpaluntuk
melaksanakan prestasinya karena peristiwa yang tetduga pada saat
dibuatnya perjanjian, dimana peristiva tersebut akid dapat
dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementanéudédrsebut tidak
dalam keadaan beritikad buruk.

b. Wanprestasi
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Dalam Hukum Perdata, adanya kelalaian atau kealp@itur yang

wajib melakukan sesuatu atau tidak memenuhi kewajipang telah

diperjanjikan dikatakan sebagai wanprestasi. Dewasavanprestasi

lebih dikenal dengan istilah ingkar janji.

Menurut Munir Fuady, yang dimaksud dengan wanpsesadalah tidak

dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimeesiinya yang

dibebankan kepada pihak tertentu yang disebutkéamd&ontrak yang

bersangkutaf’ Perbuatan wanprestasi membawa konsekuensi tindoulny

hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pilyakg melakukan

wanprestasi sehingga oleh hukum diharapkan agak tigda satu

pihakpun yang dirugikan karena wanprestasi tersédahurut Subekti,

bentuk wanprestasi dapat berupa:

1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukann

2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidekagaimana
yang dijanjikan;

3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;

4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidakhbdilakukan.

2.2 Jaminan Kredit
2.2.1 Pengertian Jaminan Kredit
Kredit merupakan salah satu pembiayaan bagi ségpila kegiatan usaha,
industri dan ekonomi lainnya, bahkan kredit jugaupakan sumber pembiayaan
utama. Berbagai prinsip mengenai perkreditan yasttptstelah diperkenalkan
hampir di seluruh negara bahkan di Indonesia pumih l@ipertajam setelah
dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 198&ute Perbankan.
Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undnag PerbankanoNAO Tahun
1998:
“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yangatddipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakat@m-meminjam
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pibakinjam untuk
melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentgatepemberian bunga.”

20 Munir Fuady (a)Hukum Kontrak Buku Pertama, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001),
him. 113.
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Adapun syarat-syarat yang harus ada dalam pembeaedit sesuai dengan
Surat Edaran Bank Indonesia tanggal 28 Pebruad MNe@nor 23/6/KU adalah:

1. Character (watak)
Salah satu unsur yang harus diperhatikan oleh bab&um memberikan
kreditnya adalah penilaian atas karakter keprilbvddiatak dari calon
debitur secara pribadi maupun dalam lingkungan arsgh Sebagai alat
untuk memperoleh gambaran tentang karakter dasincdébitur dapat
ditempuh melalui upaya sebagai berikut:
a. Meneliti riwayat hidup nasabah
b. Meneliti reputasi nasabah di lingkungan usahanya
c. Meminta informasi antar bank
d. Mencari informasi kepada asosiasi usaha dimanaahdzerada

2. Capital (modal)
Kapital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dknibleh nasabah.
Makin besar modal sendiri dalam perusahaan tentkinménggi
kesungguhan nasabah menjalankan usahanya danksmknarasa lebih
yakin  memberikan kreditnya. Permodalan dari calagbitdr juga
merupakan hal yang penting harus diketahui olehk.bdatarena
permodalan dan kemampuan keuangan dari calon delakan
mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampagar kredit.

3. Capacity (kapasitas)
Kapasitas adalah kemampuan yang dimiliki nasab&mdenenjalankan
usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan.&a@puh mana
nasabah mampu untuk mengembalikan atau melunasidmta ébility
to pay) secara tepat waktu dari kegiatan usahanya.

4. Collateral (jaminan/agunan)
Fungsi agunan sangat penting dalam setiap pemblergalit. Undang-
undang mensyaratkan bahwa agunan itu harus adam daktiap
pemberian kredit. Jaminan adalah barang-barang yadisgrahkan
nasabah sebagai agunan kredit yang diterimanyandartersebut harus
dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh manakaiskewajiban

finansial nasabah kepada bank. Penelitian terhg@aman ini antara
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lain jenis, lokasi, ukuran, bukti kepemilikan, tsta hukum dan nilai
barang jaminan. Bentuk jaminan tidak hanya berbbekélbendaan tetapi
ada jaminan yang tidak berwujud seperti jaminarbaati. Penilaian
terhadap collateral ini dapat ditinjau dari 2 (dsegi, yaitu:
a. Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomi dari barang-bhgrayang akan
diagunkan.
b. Segi yuridis, yaitu apakah agunan tersebut memesyduiat-syarat
yuridis untuk dipakai sebagai agunan.
5. Condition of Economy (Kemampuan Ekonomi)
Kondisi perekonomian secara mikro merupakan falgenting pula
untuk dianalisa sebelum suatu kredit diberikan,utéena yang
berhubungan langsung dengan usaha calon debitsalia usaha calon
debitur selama ini diproteksi atau hak monopolademberian kredit
terhadap perusahaan tersebut harus ekstra hati-hH&tindisi
perekonomian yaitu situasi dan kondisi politik, iabsekonomi dan
budaya yang mempengaruhi keadaan ekonomi pada saatuyang
kemungkinannya mempengaruhi kelancaran usaha rrasibadit yang
diberikan oleh bank mengandung risiko. Risiko irenyangkut dalam
pengembalian kredit tersebut sehingga dalam pelakseya bank harus
memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, yai
a. Bank tidak diperbolehkan memberikan kredit tanpeatsperjanjian
tertulis.
b. Bank tidak diperkenankan memberikan usaha yand sejaula telah
diperhitungkan kurang sehat.
c. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuklpelian saham
dan modal kerja dalam rangka kegiatan jual belasah
d. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit melamplatas
maksimum kreditlégal lending limit).
Pengertian jaminan secara umum diatur dalam Pdsil KUH Perdata
yang menyatakan bahwa semua kebendaan yang memjddiseseorang, baik
yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudigrakan menjadi jaminan

bagi perikatannya. Walau ditegaskan demikian, pgad&atiknya seorang debitur
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pada umumnya tidak hanya terikat hanya terikat gatla macam kewajiban saja.
Ini berarti semua harta benda milik debitur mergmajaminan umum bagi semua
krediturnya sesuai dengan besar kecilnya piutanginganasing. Hal ini dapat
menyebabkan seorang kreditur memperoleh sebagian udag yang telah
dipinjamkan kepada debitur. Jadi jaminan umum idaklah cukup untuk
menutupi seluruh utang debitur yang telah jatuhpam
Suatu jaminan dapat dijadikan jaminan kredit diadalperjanjian kredit
antara debitur dan kreditur (bank) apabila jaminmsebut mempunyai
persyaratan ekonomis dan yuridis, sebagai berikut :
1. Syarat ekonomis :
a. Harus mempunyai nilai ekonomis dan manfaat ekonoyaidebih
lama dari jangka waktu kredit yang diberikan.
b. Dapat diperjual belikan secara bebas.
c. Bernilai relatif konstan atau cenderung meningkat.
d. Kondisi dan lokasinya strategis (untuk benda tetap)
e. Tidak cepat rusak.
2. Syarat Yuridis :
a. Jaminan merupakan milik pribadi calon debitur.
b. Jaminan tidak berada dalam sengketa.
c. Ada bukti kepemilikan atau penguasaan.
d. Belum dijaminkan kepada orang lain.
Syarat jaminan yang baik (ideal) menurut Prof. Rr.Subekti, SH. adalah
jaminan yang®
a. Jaminan yang dapat secara mudah membantu perdteddinitu oleh
pihak yang memerlukannya;
b. Jaminan yang tidak melemahkan potensi (kekuatamescari kredit
untuk melakukan ( meneruskan) usahanya;
c. Jaminan yang memberikan kepastian kepada si perkisgit, dalam

arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersediakudieksekusi, yaitu

2L J. Satrio (b)Hukum Jaminan Hak-hak Jaminan Pribadi, (Bandung: Citra Aditia Bakti,
1996), him. 101.

R. Subekti, Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia,
(Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1989), him. 19.
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bila perlu dapat mudah dituangkan untuk melunasingnya si

penerima (pengambil) kredit.

2.2.2 Bentuk-bentuk jaminan
Bentuk-Bentuk jaminan yang telah dikenal di dalata thukum Indonesia
dapat digolong-golongkan menurut cara terjadinyiéatrg/a, objeknya, dan
kewenangan menguasai adalah sebagi berikut :
1. Jaminan yang lahir karena undang-undang danngmiang lahir karena
perjanjian.
Jaminan yang lahir karena undang-undang adalaimgmyang adanya karena
ditentukan oleh undang-undang, tanpa adanya pemapara pihak. Disini
semua harta kekayaan debitur menjadi jaminan lehgiuh hutang debitur dan
berlaku bagi semua kreditur. Dengan demikian kvediapat melaksanakan
haknya terhadap semua harta benda debitur, keloelatla yang dikecualikan
oleh Undang-Undang. Hal ini sebagaimana diatur ndaResal 1131 KUH
Perdata. Dalam hal debitur wanprestasi maka paeditir mempunyai
kedudukan konkuren yaitu dimana mereka secara rbarssama berhak
terhadap seluruh harta debitur, tidak ada yang shalidahulukan dalam
pemenuhan piutangnya.
Jaminan yang lahir karena perjanjian adalah jamigang ada karena
diperjanjikan terlebih dahulu antara kreditur daebitlr. Perwujudan dari

jaminan yang lahir dalam bentuk hak tanggungansfel dan gadai.

2. Jaminan Umum dan Jaminan Khusus
Jaminan umum adalah jaminan yang diberikan bagiehk@&myan semua
kreditur yang menyangkut semua harta debitur atimgnda jaminan itu tidak
ditunjuk secara khusus dan tidak dipertunjukan lkagglitur, sedangkan harta
kekayaan debitur tersebut akan dijual kepada umnirhagil penjualan benda
tersebut akan dibagikan kepada para kreditur mérkeseimbangan yaitu
menurut besar kecilnya piutang masing-masing (PA%3aP KUH Perdata).
Dalam hal ini, para kreditur mempunyai kedudukamkkwen yang secara

bersama-sama berhak terhadap seluruh harta delitlak ada yang
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didahulukan dalam pemenuhan piutangnya kecuali at#san untuk
didahulukan namun di dalam pemenuhan piutangnyda Remumnya para
kreditur konkuren dikalahkan para kreditur prefetléemungkinan yang dapat
merugikan kreditur konkuren adalah berkurangnyau akebisnya harta
kekayaan debitur, baik karena dijual oleh debittaupun kaena dipindah
tangankan kepada pihak lain. Harta kekayaan yda teenjadi milik pihak
lain tidak lagi menjadi jaminan bagi pelunasan guigt para kreditur, seperti
yang dimaksudkan oleh Pasal 1131 dan Pasal 1132 Rb&idata. Jaminan
seperti itu di dalam perjanjian perkreditan pertzamkidaklah memuaskan bagi
bank sebagi kreditur karena jaminan umum dapat mm@ulkan rasa kurang
aman dan terjaminanya bagi kredit yang telah dieri Kreditur memerlukan
adanya benda-benda tertentu yang ditunjuk secamsukhsebagai jaminan
khusus piutangnya. Timbulnya jaminan khusus ankaegitur dan debitur,
yang dapat berupa jaminan kebendaan dan jaminamapgian. Agar kreditur
memiliki hak preferen atas benda jaminan yang sekhusus disediakan oleh
debitur, maka jaminan itu harus diikat secra khufasal 1133 KUH Perdata
mengatur hak untuk didahulukan di antara para tedierbit dari hak
istimewa seperti hak tanggungan, gadai dan fidé&asal ini memberikan hak
preferen kepada kreditur terhadap kreditur lainaytnya seorang kreditur
yang memegang hak jaminan dengan pengikatan haiguagan, gadai dan
fidusia mempunyai hak utama untuk mendapat pemhbaylantang dari hasil
penjualan benda jaminan. Jika hasil penjualanbetserdapat kelebihan maka
kelebihan itu dapat diberikan kepada kreditur lgan

. Jaminan kebendaan (materiil) dan jaminan pagama (imateriil).

Jaminan kebendaan itu lahir dan bersumber padanpien antara kreditur dan
debitur dimana debitur menyediakan benda tertesbagai jaminan. Jaminan
kebendaan dilembagakan dalam bentuk hak tanggurggatai dan fidusia.
Jaminan kebendaan ini merupakan hak kebendaan dibegkan atas dasar

hak kebendaan yang terbatasrd in re alinea) dan karenanya wajib
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memenuhi asas pencatatan dan pblisitas agar dpatirkan hak mutlak atas

kebendaan yang dijaminkan tersebut. Ciri-cirinyalai®®

a.

b
C.
d.
e

Berhubungan langsung dengan kebendaan tertentu.

Selalu mengikuti bendanydrpit de suite).

Dapat dipertahankan terhadap siapapun.

Dapat diperalihkan.

Memberikan hak mendahuluidrit de preference) kepada kreditur
pemegang hak jaminan kebendaan tersebut atas [@nkebendaan yang
dijaminkan secara hak kebendaan tersebut dalanddiatur melakukan
wanprestasi.

Mempunyai sifatprioritet artinya siapa yang memegang jaminan atas
jaminan kebendaan lebih dahulu maka akan didaholugelunasan
utangnya dibanding dengan pemegang jaminan haknkebe yang

kemudian.

Jaminan kebendaan dapat diadakan antara kredigadelebitur, akan tetapi

dapat juga dengan pihak ketiga dimana debitur pitsak ketiga menyediakan

harta kekayaan yang ditunjuk secara khusus gun@msman utang debitdt.

Unsur-unsur yang tercantum pada jaminan mategiékdaan), yaitd>

a
b
C.
d
e

Hak mutlak atas suatu benda,

Cirinya mempunyai hubungan langsung atas bendantert
Dapat dipertahankan terhadap siapapun;

Selalu mengikuti bendanya; dan

Dapat dialihkan kepada pihak lainnya.

Jaminan perorangan adalah adanya suatu perjanjiamaakreditur dengan

pihak ketiga yang mengikatkan diri untuk membayang debitur jika debitur

wanprestasi contohnya adalah perjanjian penangguogagtocht). Jaminan

perorangan ini mempunyai asas kesamaan sebagaidi@ioa dalam Pasal
1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata) hal ini beratiwaatidak dibedakan

% Gunawan Widjaja dan Achmad Ya6eri Hukum Bisnis : Jaminan Fidusia, (Jakarta:

Rajagrafindo Persada, 2000), him. 76.

2 R. Subekti,Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia,

(Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1991), him. 15.

% Salim Hs, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 2004), him. 24.
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piutang mana yang lebih dahulu terjadi dan piutangna yang terjadi
kemudian. Keduanya mempunyai kedudukan yang sarhad&p kekayaan
penjamin dan tidak mengindahkan urutan terjadigjanjian penanggungan
ini lazim terjadi di dalam praktek perbankan. Pgign penanggungan diatur
dalam buku 11l Bab XVII Pasal 1820 ampai denganaP4850. Menurut Pasal
1820 KUH Perdata Perjanjian penanggungan adaldi gpegjanjian di mana
orang ketiga, guna kepentingan si berhutang, matigik diri untuk
memenuhi prestasi perhutangan si berhutang manadalberhutang itu
wanprestasi. Menurut ketentuan Undang-Undang, kenferjanjian
penangungan bersifat bebas tidak terikat dengatukéertentu artinya dapat
dilakukan secara tertulis maupun lisan namun despektingan semua pihak
untuk keperluan pembuktian dalam praktek dibuatnateentuk tertulis yaitu
dalam bentuk akta notaris, dengan tujuan untuk neekdn jaminan kepastian
hukum agar dipenuhinya perutangan dalam perjanjid®erjanjian
penanggungan jika dilihat dari penjelasan tersebisitas maka dapat
disimpulkan bersifat accesoir artinya ada dan berakhirnya jaminan
penanggungan tergantung pada perjanjian pokok.rJasunan perorangan,
yaitu?®

a. Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu;

b. Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertdatu

c. Terhadap kekayaan debitur umumnya.

. Jaminan atas benda bergerak dan benda tidgkrbkr

Jaminan tersebut dapat dilihat dari hal-hal sebagkut :

a. Cara pembebanabdzwaring)
Pembebanan untuk benda bergerak harus dilakukagadegadai atau
fidusia sedangkan benda tidak bergerak harus di&@akudengan hak
tanggungan atau hipotik.

b. Cara Penyerahahdvering)
Untuk benda bergerak, penyerahan dilakukan dengawyepahan nyata
(penyerahan bendanya), sedangkan benda tidak bkrgpenyerahan

28 | pid.
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dilakukan dengan balik nama yaitu dilakukan penyanayuridis yang
bermaksud mengalihkan hak tersebut.

c. Dalam hal kadaluarsasdfjaring)
Untuk benda bergerak tidak mengenal kadaluarsanggdn benda tidak
bergerak dikenal kadaluarsa.

d. Dalam Hal bezit
Untuk benda bergerak berlaku pasal 1977 KUH Perdatdangkan benda
tidak bergerak tidak demikian halnya.

2.2.3 Sifat Perjanjian Jaminan

Agunan atau Jaminan merupakan hal yang sangatngedalam suatu
perjanjian utang piutang atau perjanjian kreditukrdapat menjamin dibayarnya
atau terlunasinya utang-utang debitur. Penjamieesebut pun perlu dibuat dalam
suatu perjanjian tertentu. Setiap kali ada peganjaminan, pasti ada perjanjian
yang mendahuluinya, yaitu perjanjian hutang-piuta@gg disebut perjanjian
pokok. Tidak mungkin ada perjanjian jaminan tangda perjanjian pokok yang
mendahuluinya. Sebab perjanjian jaminan tidak dapadiri sendiri, melainkan
selalu mengikuti perjanjian pokoknya. Apabila pejign pokoknya selesai, maka
perjanjian jaminannya juga selesai. Tidak mungkita @rang yang bersedia
menjamin suatu hutangnya, kalau hutang tersebak tda. Sifat perjanjian yang
demikian disebuaccesoir.

Semua perjanjian pengikatan jaminan bersiéatesoir, yang artinya
perjanjian pengikatan jaminan eksistensi atau lesld@nnya tergantung pada
perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit atau paflan hutang. Perjanjian
pengikatan jaminan bukan merupakan perjanjian ybagliri sendiri tetapi
tergantung pada perjanjian kredit sebagai perjarpekok, sehingga perjanjian
kredit harus dibuat terlebih dahulu baru kemudiangmjian pengikatan. Dengan
demikian kedudukan perjanjian jaminan yang dikarnksikan sebagai perjanjian
accesoir mempunyai akibat hukum, yaitu :

a. Eksistensinya tergantung pada perjanjian pokokgpgan kredit);
b. Hapusnya tergantung perjanjian pokok (perjanjigdk};

c. Jika perjanjian pokok batal, perjanjian jaminart ikatal;

Universitas Indonesia

Analisis yuridis..., Levirta Vagisa, FH Ul, 2012.



32

d. Jika perjanjian pokok beralih, maka ikut beraliggyperjanjian jaminan;
e. Jika perjanjian pokok beralih karegessie, subrogasi maka ikut beralih
juga perjanjian jaminan tanpa ada penyerahan khusus
Jika perjanjian kredit berakhir karena kreditnylahedilunasi atau berakhir
karena sebab lain, maka berakhir pula perjanjiangigatan jaminan. Jika
perjanjian kredit cacat yuridis dan batal makagmgign pengikatan jaminan ikut
batal juga. Sebaliknya perjanjian pengikatan jamicacat dan batal karena suatu
sebab hukum, misalnya barang jaminan musnah abtmiathan karena pemberi
jaminan tidak berhak menjaminkan maka perjanjig@dirsebagai jaminan pokok
tidak batal. Debitur tetap harus melunasi hutangmgaiai perjanjian kredif.
Untuk dapat membuat perjanjian jaminan, perjanjiakoknya harus diatur
dengan jelas tentang adanya janji tentang jamidanana perjanjian jaminan
dikehendaki oleh Kreditur dan Debitur. Jadi membuyrjanjian jaminan

merupakan salah satu pelaksanaan dari perjanjieakpo

2.2.4. Tujuan Jaminan

Dalam pemberian kredit terkait sekali perlunya syaminan. Pemberian
jaminan baik berupa barang-barang atau penanggukgpada bank adalah
bertujuan untuk pengamanan apabila debitur wargsiesiadi dengan adanya
jaminan itu dimaksudkan supaya apabila debitur ku#i@an wanprestasi, maka
jaminan itu dapat digunakan sebagai alat untuk wmemy kerugian yang
disebabkan oleh wansprestasi tersebut.

Oleh karena itu pemberian jaminan atau agunan di&giatan perbankan
bertujuan untuk mengamankan dana pihak ketiga gikejola oleh bank yang
bersangkutan, selain itu juga untuk memenuhi ketantperkreditan yang
dikeluarkan oleh Bank SentrdBank sebagai kreditur dengan demikian di tuntut
untuk setiap waktu memastikan bahwa jaminan/aguyemg diterima telah
memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangag kerlaku, sehingga
dapat dipastikan bahwa seluruh aspek yuridis yangaitan dengan pengikatan

jaminan/agunan kredit seperti apakah jaminan méampanilik pribadi calon

%" Sutarno Aspek-aspek Hukum Perkreditan Bank. (Bandung: Alfabeta, 2003), him. 143.
%8 Abdulkadir MuhammadJaminan dan Fungsinya, (Bandung: Gema Insani Pers, 1993),
him. 27.
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debitur, jaminan tidak berada dalam sengketa, addoukti kepemilikan atau
penguasaan dan objek jaminan belum dijaminkan lepang lain, telah
diselesaikan dan akan mampu memberikan perlindurygaxy memadai bagi
bank.

2.3 Jaminan Fidusia
2.3.1 Pengertian Jaminan Fidusia

Fiduciare Eigendoms Overdraft atau lazim disebut Fidusia berasal dari
katafides yang artinya kepercayaah.

A. Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan fidudédadn:

“Suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknyabjtlir), berdasarkan
adanya perjanjian pokok (Perjanjian utang piutdeegada kreditur, akan
tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secaesideg@an saja (sebagai
jaminan utang debitur), sedangkan barangnya teta@ashi oleh debitur,
tetapi bukan lagi sebaga&genaar maupunbeztter, melainkan hanya
sebagai detentor atau houder dan atas heedgor-eignaar.”>°
Definisi tersebut didasarkan pada konstruksi hukastat, karena istilah
yang digunakan ialah pengoperan. Pengoperan diarkbagai suatu proses atau
cara mengalihkan hak milik kepada orang lain. Unswgur yang tercantum
dalam definisi yang dikemukakan oleh A. Hamzah|ada
a. Adanya pengoperan;
b. Dari pemiliknya kepada kreditor;
c. Adanya Perjanjian Pokok;
d. Penyerahan berdasarkan kepercayaan; dan
e. Bertindak sebagaletentor atauhoude.®
Sutan Remy Syahdeini sendiri menyatakan sebagéuier

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan yang dibebard&tas benda yang
dengan pembebanan hak jaminan itu terjadi pengabltas benda itu atas
dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa bendakgaegilikannya
dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan penelikl®d, dan dimaksudkan
sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yantharikan kedudukan
yang diutamakan kepada penerima fidusia dari peat#tkr lainnya.”

? Frieda Husni HasbullahHukum Kebendaan Perdata, Jilid 1, (Jakarta: IHC, 2002),
him.45.
%0 A. Hamzah dan Senjung Manulang, 1987.
31 .
Ibid.
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Kepercayaan yang dimaksud disini adalah pembersigd(debitur) percaya
bahwa kreditur penerima fidusia mau mengembalikak hilik yang telah
diserahkan kepadanya jika debitur telah melunasigrtya dan kreditur percaya
bahwa debitur penerima fidusia tidak menyalahgunakanda jaminan yang
berada dalam kekuasaannya dan mau memelihara bemaedput selaku bapak
yang baik®?

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia erétab pengertian
sebagai berikut:

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatudbe atas dasar

kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang dpmmKiikannya

dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Sedangkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminasidichemberikan

pengertian mengenai Jaminan Fidusia sebagai berikut

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas bendaelscg baik yang

berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak dralg khususnya
bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggurgf@agsimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang tdakgungan,

yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidiebagai agunan bagi
pelunasan hutang tersebut, yang memberikan kedodykag diutamakan
kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulamwza fidusia atau
jaminan fidusia merupakan suatu lembaga hak jambempa pengalihan hak
kepemilikan dari pemberi fidusia (debitur) kepadagrima fidusia (kreditur) atas
suatu benda atas dasar kepercayaan, Jaminan fibeskaitan erat dengan
perjanjian kredit antara debitur dan kreditur, ds@@denda yang menjadi objek
jaminan tetap berada dalam penguasaan debitur grefittusia). Oleh karena itu
Fidusia adalah salah satu dari lembaga jaminan kamgbanyak dipraktekkan
dan disukai dalam perkreditan atau perbankan karemadaupun debitor
mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepadttireebagai jaminan untuk
utangnya, benda tersebut tetap dikuasai oleh deb#hingga debitur dapat

menggunakan benda tersebut untuk menunjang atgalalem usahanya.

%0ey Hoey Tiong,Fidusia sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1984), him. 21.
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Dari definisi diatas, maka unsur pokok jaminamusic yaitu :

a. Jaminan fidusia adalah agunan untuk pelunasan guutan

b. Utang yang dijamin jumlahnya tertentu.

c. Objek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak, bedala bergerak,
khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani haigtamgan yang
penguasaan benda jaminan tersebut masih beraddadn ¢penguasaan
pemberi fidusia.

d. Jaminan Fidusia memberikan hak preferen kepadaitiretértentu
terhadap kreditur lain.

e. Hak milik atas benda jaminan berpindah kepada teditas dasar
kepercayaan tetapi benda tersebut masih dalam asaguo pemilik
benda.

Disini kita lihat bahwa dalam hal jaminan fidusianiar terjadi pengalihan
hak kepemilikan atas dasar kepercayaan denQamstitutum possessorium,
artinya debitur menyerahkan hak milik atas bendainan tersebut tetap berada
dalam penguasaan debitur. Dengan adanya penyehnalkamilik benda jaminan
kepada kreditur, maka debitur tersebut bertindakbagai pemakai atau
penyimpar® dan pengalihan hak kepemilikan benda jaminan iédusrsebut
semata-mata hanya sebagai jaminan bagi pelunasang, ubukan seterusnya
dimiliki oleh penerima fidusia.

Munir Fuady menyatakan bahwa di dalam jaminan falterdapat beberapa
prinsip sebagai berikdt:

a. Bahwa secara riil, penerima fidusia berfungsi sabagemegang

jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya

b. Hak penerima fidusia untuk mengeksekusi barangrnambaru ada jika
terjadi wanprestasi dari pihak debitur (pembernisic);

c. Apabila Utang sudah dilunasi, maka objek jaminagudia harus

dikembalikan kepada pemberi fidusia;

% Sutan Remi Sjahdeniomentar Pasal demi Pasal Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999 Tentang Jaminan Fidusia, Jurnal Hukum Bisnis (Volume 10/200 :39).
% Munir Fuady (b)Jaminan Fidusia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), him.8.
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d. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia hikle jumlah
utangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikek#@ralikepada

pemberi fidusia.

2.3.2 Sifat jaminan fidusia
Adapun sifat-sifat dari jaminan fidusia, adalah:

a. Jaminan fidusia merupakan jaminan kebendaan menhgansip droit
de preference, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada
kreditur yang memiliki hak didahulukan dari kreditainnya. Hak yang
didahulukan sebagaimana dimaksud diatas adalahilapédbbitur
wanprestasi maka kreditur penerima fidusia berhrakumengeksekusi
benda jaminan fidusia dan mempunyai hak unuk mebgamslunasan
piutangnya atas hasil eksekusi benda jaminan fadusendahului
kreditur-kreditur lainnya. Hak kreditur tersebutlak hapus karena
adanya kepailitan debitur sebagaimana diatur ddtasal 27 ayat 3
Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dengan demikianrpeadfidusia
tergolong dalam kelompok kreditur separatis artikyaditur berhak
menjuak benda fidusia untuk pelunasan piutangnya.

b. Mengikuti objek dalam tangan siapapun objek jamiteasebut berada,
kecuali terhadap benda yang digolongkan sebagaiab@ersediaan
(inventory).

c. Merupakan perjanjian ikutan atagcesoir dari suatu perjanjian pokok
(perjanjian kredit) artinya ada dan berakhirnyajgmgian jaminan
fidusia tergantung pada perjanjian kredit, keabsapa jaminan fidusia
semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjaRjedit dan jaminan
fidusia sebagai perjanjian bersyarat maka hanyatdhjaksanakan jika
ketentuan yang diisyaratkan dalam perjanjian krti#h dipenuhi atau
tidak dipenuhi, maka jaminan fidusia hapus bilamarnang yang
dijaminkan hapus.

d. Tidak dapat dilakukan pembebanan utang atau fidyesiaa atas benda
yang sudah dan masih dibebani jaminan fidusiapitetapat diberikan
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untuk menjamin utang kepada lebih dari seorang itknrechsalkan
diberikan pada saat yang sama.
Ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Jaminansidmenyatakan
bahwa:

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas bendaetsgbaik yang
berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidagerak khususnya
bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak taggg sebagaimana
dimaksud dalam UndangUndang Nomor 4 Tahun 1996arngntHak
Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan mpdiiisia, sebagai
agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang menalpekigdudukan yang
diutamakan kepada penerima fidusia”.

Ini berarti Undang-Undang Jaminan Fidusia secagastemenyatakan
jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan atangn kebendaamzekelijke
zekerheid, security right in rem) yang memberikan kedudukan yang diutamakan
kepada penerima fidusia, yaitu hak yang didahululeahadap kreditur lainnya.
Menurut Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Jaminanskag Hak ini tidak hapus
karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pembdusia. Dengan demikian
tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa jaminamsiidhanya merupakan
perjanjian obligatoir yang melahirkan hak yang latgersoonlijk (perorangan)

bagi kreditur.

2.3.3 Objek Jaminan Fidusia

Pasal 2 Undang-Undang Fidusia menentukan ruandgumderlakunya
undang-undang fidusia yaitu:

“Undang-Undang ini berlaku terhadap setiap per@amnjifidusia yang

bertujuan untuk membebani benda dengan jaminasiéitiu

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, artinya mgegmarperjanjian itu
bertujuan untuk membebani benda dengan jaminarsifidyerjanjian itu harus
tunduk pada dan mengikuti Undang-Undang Fidusia.

Setelah lahirnya Undang Undang Jaminan Fidusia MatoTahun 1999
memberikan batasan mengenai apa yang dimaksud bemdp akan menjadi

objek jaminan fidusia dalam Pasal 1 angka 4 sel@aydut:
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“Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimilikidialihkan baik yang

berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftaupun yang tidak

terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergematg tidak dapat
dibebani hak tanggungan atau hipotik”

Dari Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Jaminan Fidersabut, maka objek
jaminan fidusia berupa benda bergerak dan tidakevak tertentu yang tidak
dapat dbebani hak tanggungan atau hipotik, dengaratsbenda tersebut dapat
dimiliki dan dialihkan, sehingga demikian yang tesuk objek jaminan fidusia
adalah:

Benda harus dapat dimiliki dan dialihkan

Benda berwujud

a
b
c. Benda tak berwujud termasuk piutang
d. Benda terdaftar
e. Benda tak Terdafar
f. Benda Bergerak

g. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebanitiiaggungan

h. Benda tidak bergerak yangtidak dapat dibebani lkipot

Objek Jaminan Fidusia antara lain mempunyai sifak lKKebendaan di
mana haknya melekat pada kebendaan tersebut keumakapendaan tersebut
berali @roit de suite), artinya bila suatu hak kebendaan berada dalamuke
jaminan maka dengan meninggalnya pemberi jamingelat, hak kebendaannya
tidak akan berakhir, namun demi hukum beralih kepalli waris karena alas
atau titel hak umum (Pasal 20 Undang-Undang Non2ofrghun 1999 tentang
Jaminan Fidusia), pemegang hak memiliki hak atdehkeaan tersebut, kecuali
benda objek jaminan fidusia berupa benda persedsan barang dagangan
(Pasal 24 Undang-Undang Jaminan Fidusia), dan b@ndaan yang dimaksud
dalam Undang-Undang Sistem Resi Gud&ng.

Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Jaminan Fidusiawyatekan secara
tegas bahwa terdapat beberapa hal yang tidak tekm@aslam objek jaminan

fidusia, yaitu:

%Andi Prajitno,Hukum Fidusia Problematika Yuridis Pemberlakuan Undang-Undang No.
4 Tahun 1999, (Surabaya: Bayumedia Publishing, 2009), him. 82.
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a. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah darubangepanjang
peraturan perundang-undangan yang berlaku menenjak@nan atas
benda-benda tersebut wajib didaftar.

b. Hipotik atas kapal yang terdaftar dengan air kdierukuran 20 m3
(dua puluh meter kubik) atau lebih.

c. Hipotek atas pesawat terbang.

d. Gadai.

Penjelasan atas Pasal 3 huruf a Undang-Undang damkxidusia

menyatakan:

“Berdasarkan ketentuan ini, maka bangunan diatashtdnak milik orang
lain yang tidak dapat dibebani hak tanggungan lsartan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan, dagatlikian objek
jaminan fidusia.”

Mengenai benda yang dijadikan objek jaminan fidisgcara rinci Munir
Fuady melihat objek jaminan fidusia secara lebihslwyaitu terdapat dalam
ketentuan dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 9, Pas#ri®asal 20 Undang-Undang
Jaminan Fidusia, yaitu sebagai berikit :

a. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialinkezeasa hukum;

b. Dapat atas benda berwujud;

c. Dapat juga atas benda tidak berwujud, termasulapg;t

d. Benda bergerak;

e. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat derigdntanggungan;

f. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikatkargdarhipotik;

g. Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadala lyamg akan
diperoleh kemudian. Dalam hal benda yang akan raligle kemudian,
tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusiztelis;

h. Dapat atas satu satuan atau jenis benda;

i. Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau sateadd

j.  Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi ofijieisia;

k. Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yarepjadi objek

jaminan fidusia;

% Munir Fuady (b)Op.cit, him. 22-23.
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|.  Benda persediaanngentory, stock perdagangan) dapat juga menjadi

objek jaminan fidusia.

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia efenkan bahwa
selain benda yang sudah dimiliki pada saat dib@ajayinan fidusia, benda yang
diperoleh kemudian juga dapat dibebani dengan jamiitlusia. Ini berarti bahwa
benda tersebut demi hukum akan dibebani dengamgemiidusia pada saat
benda itu menjadi milik pemberi fidusia. Dimungkamiya pembebanan jaminan
fidusia atas benda yang diperoleh kemudian sangabbantu dan menunjang
pembiayaan pengadaan atau pengembalian perseditak) (bahan baku dan
bahan penolong.

Khusus mengenai hasil dari benda yang menjadi ojgjeknan fidusia,
Undang-Undang fidusia mengatur bahwa jaminan faluseliputi hasil tersebut.
Demikian pula jaminan fidusia meliputi klaim asusa(Pasal 10 Undang-Undang
Jaminan Fidusia) sehingga klaim asuransi tersedaut mmenggantikan benda yang
menjadi objek jaminan fidusia bilamana benda itusnaln (Pasal 25 ayat 2
Undang-Undang Jaminan Fidusia).

2.3.4 Pembebanan Jaminan Fidusia

Pemberi fidusia adalah debitur (Perseorangan/kagpoyang menyerahkan
hak miliknya atas suatu barang tertentu yang cimijia kepada kreditur sebagai
jaminan pelunasan pembayaran atas utang yang kdibevieh kreditur. Pemberi
fidusia mempunyai kewajiban untuk menyerahkan hdkmya kepada kreditur
dan pemberi fidusia berhak untuk menguasai sedsika debagai detentor dari
barang tersebut.

Pemberi fidusia wajib memelihara barang jaminardgéangan baik dan tidak
mengalihkan benda itu kepada orang lain tanpa peset penerima fidusia.

Penerima fidusia adalah pihak kreditur (Perseonatkgaporasi) yang
memberi piutang kepada debitur yang menerima pahgerhak milik dari tangan
pemberi fidusia untuk kemudian penguasaannya deéekembali kepada debitur
untuk dimanfaatkan. Kreditur berkedudukan sebagamepma jaminan, oleh
karena benda/barang yang dijaminkan tersebut miaunpdak milik, maka

kreditur dapat melakukan beberapa tindakan sefsréiknya seorang pemilik

Universitas Indonesia

Analisis yuridis..., Levirta Vagisa, FH Ul, 2012.



41

barang, misalnya pengawasan atas barang jamineditiir dalam hal ini sebagai
orang yang berkentingan atas barang jaminan narewerkangan atas barang
jaminan tersebut dikuasakan kembali kepada debitur.

Dalam peristiwa penjaminan fidusia ini pihak kreditidak akan menjadi
pemilik yang penuh, kreditur hanya merupakamaitioos eigenaar atas barang
jaminan tersebut.

Kedudukan kreditur hanya sebagai pemegang jamirsggangkan
kewenangan sebagai pemilik yang dipunyainya adeéatenangan yang masih
berhubungan dengan jaminan itu sendiri. Oleh karen&ewenangan tersebut
diartikan sebagai kewenangan terbatas.

Proses terjadinya hak jaminan fidusia sebagai betfk

a. Janji untuk menyerahkan hak kepemilikan atas béedgerak sebagai

jaminan fidusia, dicantumkan di dalam perjanjianjgin meminjam
uang;

b. Perjanjian pemberian jaminan fidusia dituangkadalam akta notaris

dalam bentuk notariil akta; dan

c. Pendaftaran jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftacarsia.

Bentuk perjanjian fidusia harus dibuat dengan aildtaris dalam bahasa
Indonesia. Akta notaris merupakan akta otentik yamgmiliki kekuatan
pembuktian yang sempurna tentang apa yang dimdatatihnya diantara para
beserta ahli warisnya atau para pengganti haknissaA mengapa harus dibuat
dengan akta notaris terhadap perjanjian fidusidahdsebagaimana diatur dalam
Pasal 1867 sampai dengan 1872 KUH Perdata. Dengiarkidn apabila pihak
kreditur akan mengeksekusi benda jaminan, kedudpkambuktiannya terhadap
keabsahan perjanjian jaminan menjadi kuat.

Fase pembebanan jaminan fidu§ia:

a. Adanya perjanjian pokok

Pembebanan fidusia bersifat perjanjian accesoiitu yjpembebanan
hapus apabila perjanjian pokoknya hapus.

b. Perjanjian yang bersifat konsensual dan obligatoir.

37 Andi Prajitno,Op.Cit, him. 104.
% Mariam Darus BadrulzamarBab-bab Tentang Creditve Band, (Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti,1991), him. 90-92.

Universitas Indonesia

Analisis yuridis..., Levirta Vagisa, FH Ul, 2012.



42

Perjanjian kredit antara kreditur dan debitur dengaminan fidusia.
Diantara Pihak pemberi fidusia dan penerima fidusi@dakan
perjanjian dimana ditentukan bahwa debitur memingajimlah uang
dengan janji akan menyerahkan hak miliknya secahasih sebagai
jaminan kepada pemberi kredit.

c. Adanya penyerahan sec&anstitutum Possesorium

Adanya perjanjian kebendaan diantara pihak pemd@ni penerima
fidusia dilakukan penyerahan secara Constitutunsézmsium dimana
benda tetap dikuasai oleh pemberi fidusia. Fase mengandung
penyerahan semu, sebab benda fidusia tersebut rbas#ia tetap
dalam kekuasaan pemberi fidusia. Penyerahan ientdikan sebagai
cara yang sah untuk lahirnya hak jaminan kebendgargy baru,
walaupun penyerahannya tidak merupakan penyeraramnyata yang
dikenal bagi benda bergerak.

d. Adanya perjanjian pinjam pakai.

Pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia dibngan Akta Notaris
dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jamidasi& (Pasal 5 ayat (1)
Undang-Undang Jaminan Fidusia). Dibuat secara iesbtartinya dibuat
dihadapan notaris dalam bentuk notariel akta menoeatuk atau format akta
telah ditentukan oleh undang-undang, bukan legaleg¢a maupumvaarmerking
akta oleh notaris. Karena menurut sistem Hukum dardang-Undang di
Indonesia merupakan jaminan adanya kepastian hukahwa notariel akta
adalah akta autentik yang merupakan alat bukti ysergpurnavolledig bewijs,
tidak memerlukan tambahan alat bukti lain dan haieirikat karenanya

Menurut Undang-Undang suatu akta resmi mempunyakudtan
pembuktian yang sempurnaolledig bewijs ), artinya apabila suatu pihak
memajukan suatu akte resmi, hakim harus menerimadaryaungguh telah terjadi
sehingga hakim itu tidak boleh memerintahkan persrab pembuktian ladf.
Dalam Akta Jaminan Fidusia tersebut selain dicak&umhari dan tanggal, juga
dicantumkan waktu (jam) pembuatan akta tersebuta Alkminan Fidusia harus
memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:

%9Andi Prajitno,Op. Cit., him. 210.
“°Soebekti, Bkok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Pembimbing Masa), him 161.
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a. lIdentitas pihak pemberi dan penerima fidusia
Identitas tersebut meliputi nama lengkap, aganrap# tinggal, atau
tempat kedudukan, tanggal lahir, jenis kelamintustgerkawinan dan
pekerjaan.

b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitlemgenai macam

perjanjian dan utang yang dijamin fidusia.

c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jamirdarsia.

Uraian mengenai benda yang menjadi objek jamindosia cukup
dilakukan dengan mengidentifikasikan benda tersethann dijelaskan
mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam hal beyahg menjadi
objek jaminan fidusia merupakan benda dalam pexaedinventory)
yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetaprtsepek bahan baku,
barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, nulstam akta jaminan
fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merlkglitas dari benda
tersebut.

d. Nilai penjaminan

e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Sebagai Undang-undang yang baru di introduksi Ugiddémdang Jaminan
Fidusia memberikan kelonggaran dalam bentuk bebepamgecualian terhadap
ketentuan tersebut, sebagai bagian dari ketentuwalippn Undang-Undang
Jaminan Fidusia terhadap perjanjian jaminan fidysiag telah ada sebelum
berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia ini.

Sejalan dengan ketentuan yang mengatur hipotekUddang-undang Hak
Tanggungan, maka akta jaminan fidusia juga harusiadi oleh dan atau
dihadapan pejabat yang berwenang. Pasal 1870 Kitelang-Undang Hukum
Perdata menyatakan bahwa akta notaris merupakanotémtik yang memiliki
kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang tididalamnya di antara
para pihak beserta para ahli warisnya atau parggaei haknya. Itulah sebabnya
mengapa Undang-Undang Jaminan Fidusia menetapk@anjmn fidusia harus
dibuat dengan akta notaris. Apalagi mengingat oljggkinan fidusia pada

umumnya adalah barang bergerak yang tidak tergaftaka sudah sewajarnya
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bentuk akta otentik yang dianggap paling dapat amem kepastian hukum
berkenaan dengan objek jaminan fidusia.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 188fahg Jaminan

Fidusia, utang yang pelunasannya dijamin dengarsitdddapat berupa:

a. Utang yang telah ada.

b. Utang yang akan timbul dikemudian hari yang telapedanjikan
dalam jumlah tertentu. Utang yang akan timbul dikdian hari yang
dikenal dengan istilatkontinjen, misalnya utang yang timbul dari
pembayaran yang dilakukan oleh kreditur untuk k&pgan debitur
dalam rangka pelaksanaan garansi bank.

c. Utang yang ada pada saat eksekusi dapat ditentjkatahnya
berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan keaajmemenuhi
suatu prestasi. Utang dimaksud adalah utang butas @njaman
pokok dan biaya lainnya yang jumlahnya dapat ditiesmt kemudian.

Timbul pertanyaan, apakah pengertian utang yangldod juga mencakup

setiap perikatan sebagaimana dimaksud Pasal 128b Kindang-Undang
Hukum Perdata? Jika kita simak ketentuan Pasatid byang mendefinisikan :
“Utang sebagai kewajiban yang dinyatakan atau ddpgtatakan dalam
jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia ataa oeatg lainnya, baik
secara langsung maupwkontijen, dengan jenis-jenis utang yang dapat
dijamin dengan jaminan fidusia.”
maka yang dimaksud dengan utang yang pemenuharapat dijamin dengan
jaminan fidusia tidak terbatas pada pengertiangusgibagaimana dimaksud Pasal
1 butir 7, melainkan juga mencakup setiap perikatabagaimana dimaksud
dalam Pasal 1233 Kitab UndangUndang Hukum Pefdata.

Pasal 8 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatak&mvabalaminan

Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu pewefidusia atau kepada kuasa
atau wakil dari penerima fidusia tersebut. Ketentua dimaksudkan sebagai

pemberian fidusia kepada lebih dari satu peneringaisia dalam rangka

*Ratu RusmiatiAspek Yuridis Dari Sandarisasi Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia
Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (tesis), (Jakarta: Universitas Krisna Dwipayana,
Program Pasca Sarjana, 2008), hal 63.
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pembiayaan kredit konsorsium. Perihal yang dimakdedgan kuasa dalam
ketentuan ini adalah orang yang mendapat kuasaughdiari penerima fidusia

untuk mewakili kepentingannya dalam penerimaan pamifidusia dari pemberi

fidusia. Sedangkan yang dimaksud dengan wakil adaiang yang secara hukum
dianggap mewakili penerima fidusia dalam penerimaamnnan fidusia, misalnya,

Wali Amanat dalam mewakili kepentingan pemeganggabl.

Ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Jaminan Fidusieetaqgtan bahwa
jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu bghiln satuan atau jenis benda,
termasuk piutang, baik yang telah ada pada saamgandiberikan maupun yang
diperoleh kemudian. Ini berarti benda tersebut deukum akan dibebani dengan
jaminan fidusia pada saat benda dimaksud menjatlk mpemberi fidusia.
Pembebanan jaminan fidusia tersebut tidak perlakdian dengan perjanjian
jaminan tersendiri. Hal ini karena atas benda berssudah dilakukan pengalihan
hak kepemilikan sekarang untuk nantinya.

Ketentuan yang menetapkan bahwa benda yang dipekamudian hari
dapat dibebani dengan jaminan fidusia ini pentiipguadang dari segi komersial.
Ketentuan ini secara tegas membolehkan jaminarsiidonencakup benda yang
diperoleh kemudain hari. Hal ini menunjukan Undamglang ini menjamin
fleksibilitas yang berkenaan dengan hal ihwal beyatey dapat dibebani jaminan
fidusia bagi pelunasan utang.

Khusus mengenai hasil atau ikutan dari kebendaauy yaenjadi objek
jaminan fidusia, Pasal 10 Undang-Undang Jaminansiadmenyatakan bahwa
kecuali diperjanjikan lain:

a. Jaminan Fidusia meliputi hasil dari benda yang edinpbjek Jaminan
Fidusia, yaitu segala sesuatu yang diperoleh dard® yang dibebani
jaminan fidusia.

b. Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi, dalambesida yang menjadi
objek Jaminan Fidusia diasuransikan. Dengan demi&abila benda
itu diasuransikan, maka klaim asuransi tersebutupskan hak
penerima fidusia. Bahkan Pasal 25 ayat (2) menatapkahwa
musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusdak
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menghapuskan klaim asuransi tersebut. Klaim asutersebut akan

menjadi pengganti objek Jaminan Fidusia tersebut.

2.3.5 Pendaftaran Fidusia

Hak Jaminan Fidusia dapat terjadi melalui proses &hap-tahap sebagai
berikut:

a. Antara pemberi fidusia dan penerima fidusia dikau janji untuk
serah terima benda sebagai jaminan fidusia yangntlimkan dalam
perjanjian pinjam meminjam uang sebagai perjamiakok.

b. Kemudian dilakukan perjanjian pembebanan/ pembei@minan
fidusia. Pembebanan benda dengan jaminan fidusisatidengan akta
jaminan fidusia dibuat dengan akta jaminan fidudtamlam akta
jaminan fidusia selalu dicantumkan hari dan tangggh dicantumkan
mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut.

c. Sebagai tahapan terakhir dilakukan pendaftaranéeatig dibebani
dengan jaminan fidusia yang dilakukan di kantordafaran fidusia.
Kantor pendaftaran fidusia kemudian mencatat jamifidusia dalam
Buku Daftar Fidusia. Dengan dicatatnya jaminan didudalam Buku
Daftar Fidusia, maka sejak tanggal itu pula fiduskar.

Sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa dalam keteRidasia yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentangndantidusia terdapat
hal penting mengenai pendaftaran jaminan fidusierb8da dengan ketentuan
fidusia sebelumnya yang tidak mengenal ketentuataig pendaftaran jaminan
fidusia. Oleh karena itu dalam praktek dahulu, mmmnilkan kelemahan yaitu
tidak adanya kepastian hukum demikian juga bagiitue khususnya dan pihak
ketiga serta masyarakat pada umumnya tidak adangengan hukum karena
benda yang menjadi objek fidusia tetap berada dédeknasaan debitur selaku
pemberi fidusia.

Setelah berlakumya Undang-Undang Jaminan Fidusakankewajiban
mendaftarkan benda yang dibebani dengan jaminansiiddituangkan dalam
Pasal 11 ayat (1) dan dilakukan pada Kantor PeardaftFidusia/KPF (Pasal 12

ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia). Kewajibajuga berlaku dalam hal

Universitas Indonesia

Analisis yuridis..., Levirta Vagisa, FH Ul, 2012.



47

benda tersebut berada diluar wilayah negara Rdplrialonesia (Pasal 11 ayat (2)
Undang-Undang Jaminan Fidusia).

Untuk memberikan kepastian hukum Pasal 11 Undardgbigp Jaminan
Fidusia mewajibkan benda yang dibebani dengan mmiiidusia didaftarkan
pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang terletakabriesia. Kewajiban ini bahkan
tetap berlaku meskipun kebendaan yang dibebaniaskejagninan fidusia berada
di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Tujuan pendaftaran Fidusia adaf&h:

a. Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pilyakg

berkepentingan;

b. Memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepasteepma fidusia
terhadap kreditur yang lain. Ini disebabkan jamifidasia memberikan
hak kepada penerima fidusia untuk tetap menguasaddnya yang
menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepemmay@enjelasan
peraturan Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Caradd®anan
Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jamirchrsia).

Dengan demikian, tujuan dari pendaftaran adalah beekan kepastian hukum
kepada penerima fidusia dan pemberi fidusia seriaakp ketiga yang
berkepentingan. Segala keterangan mengenai bemdanyanjadi objek jaminan
fidusia terbuka untuk umum.

Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminasididiilaksanakan di
tempat kedudukan pemberi fidusia, dan pendaftamgncakup benda, baik
yang berada didalam maupun diluar wilayah NeganauBlé& Indonesia untuk
memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan gmiepastian terhadap
kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibejaaminan fidusia.

Permohonan Pendaftarannya dilakukan oleh peneriohzsiB, kuasa atau
wakilnya. Permohonan itu diajukan secara tertuldamh Bahasa Indonesia
dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jamidaisid (Pasal 13 ayat (1)
Undang-Undang Jaminan Fidusia). Pernyataan itu raemu

a. ldentitas pihak pemberi dan penerima fidusia.

2 3alim HS,Op. Cit., him. 82-83.
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b. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan &nkedudukan
notaris yang membuat akta jaminan fidusia.

c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.

d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jamirdarsia.

e. Nilai penjamin dan

f.  Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Permohonan itu dilengkapi pula dengan :

a. Salinan akta notaris tentang pembebanan jaminasiéid

b. Surat Kuasa atau surat pendelegasian wewenang umél&kukan
pendaftaran jaminan fidusia;

c. Bukti pembayaran biaya pendaftaran jaminan fid({Basal 2 ayat 4
Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang TCara
Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuataa A&minan
Fidusia).

Selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia menerbit8antifikat Jaminan
Fidusia yang didalamnya tercantum kata-kata “Den@adilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa” tanggal yang sama dengaggal penerimaan
permohonan pendaftaran. Sertifikat tersebut kenmudiaserahkan kepada
penerima fidusia.

Seperti telah disebutkan di atas, pendaftaran mmfidusia ini dilakukan
pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Untuk pertaman¥ali Kantor Pendaftaran
Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerjancakup seluruh wilayah
Negara Republik Indonesia. Secara bertahap dibtmtuKantor Pendaftaran
Fidusia di Ibukota Provinsi di seluruh wilayah NemaRepublik Indonesia.
Keberadaan Kantor Pendaftaran Fidusia ini beradBndalingkup tugas
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan bukstitusi yang mandiri
atau unit pelaksana teknis.

Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salirmnBuku Daftar Fidusia
memuat antara lain tentang hal-hal sebagai betkut:

a. ldentitas pihak pemberi dan penerima Fidusia.

“3 IndonesialUndang-Undang Tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999, 2004, LN.168 Tahun 2004, TLN Nomor 3&8%sal 13 ayat (2).
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b. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan &nkedudukan

notaris yang membuat akta jaminan fidusia.

c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.

d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jamircarsia.

e. Nilai penjamin dan

f.  Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fiddsiam Buku Daftar
Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal ipe@&r permohonan
pendaftaran. Ketentuan ini dimaksudkan agar KaRemdaftaran Fidusia tidak
melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicdan dalam pernyataan
pendaftaran jaminan fidusia, akan tetapi hanya kn&kn pengecekan data yang
dimuat dalam pernyataan pendaftaran fidusia. Tdrmmggecatatan jaminan fidusia
dalam Buku Daftar Fidusia ini dianggap sebagai sdmtnya jaminan fidusia. Hal
ini berlainan dengakessie jaminan yang lahir pada waktu perjanjiannya dibuat
antara debitur dan kreditur.

Dengan demikian pendaftaran jaminan fidusia dalarhuBDaftar Fidusia
merupakan perbuatan konstitutif yang melahirkaninam fidusia. Penegasan
lebih lanjut dapat kita lihat dalam ketentuan P&&lUndang-Undang Jaminan
Fidusia yang menyatakan :

“Apabila atas benda yang sama menjadi objek jamiitasia lebih dari (1)

satu perjanjian jaminan fidusia, maka kreditur yatebih dahulu

mendaftarkan mempunyai hak yang didahulukan”.

Hal ini penting diperhatikan oleh kreditur yang naeh pihak dalam
perjanjian jaminan fidusia, karena hanya penerimdasfa, kuasa atau wakilnya
yang boleh melakukan pendaftaran jaminan fidusia.

Sebagai bukti bagi kreditur bahwa ia merupakan gamg jaminan fidusia
adalah sertifikat jaminan fidusia yang diterbitk&antor Pendaftaran Fidusia pada
tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan penaoh@endaftaran.
Sertifikat jaminan fidusia ini sebenarnya merupalsatinan dari Buku Daftar
Fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal yamgasdengan data dan
keterangan yang ada saat pernyataan pendaftaran.
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Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yancatgum dalam sertifikat
jaminan fidusia, penerima fidusia wajib mengajukanmohonan pendaftaran atas
perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran BRid#&antor Pendaftaran
Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal ipe@&r permohonan
perubahan, melakukan pencatatan perubahan terdalamt Buku Daftar Fidusia
dan menerbitkan pernyataan perubahan yang merugsgan tak terpisahkan

dari sertifikat jaminan fidusia.

2.3.6 Pengalihan Dan Berakhirnya Jaminan Fidusia

Pasal 18 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengahwebgka piutang
dialihkan kepada pihak lain, maka objek jaminamid yang menjamin hutang
tersebut juga ikut beralih kepada pihak yang memamtang tersebut juga ikut
beralih kepada pihak yang menerima pengalihan jamifidusia. Jadi pihak
penerima fidusia beralih secara hukum kepada peaepengalihan piutang
tersebut. Hal ini juga sesuai dengan prinsip pgganaminan fidusia sebagai
perjanjian yangaccessoir, hanya saja ada suatu kewajiban bagi kreditur yang
menerima pengalihan piutang-piutang untuk mendéaitarpengalinan piutang
tersebut kepada kantor pendaftaran fidusia.

Pengalihan Fidusia diatur dalam Pasal 19 sampagaterPasal 24
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jamirdusia. Pengalihan hak
atas utangogssion), yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dendda atentik
maupun akta dibawah tangan. Yang dimaksud dengargahkkan antara lain
termasuk menjual atau menyewakan dalam rangkatkegisahanya. Pengalihan
hak atas utang dengan jaminan fidusia dapat deihéleh penerima fidusia
kepada penerima fidusia baru (kreditur baru). Kredibaru inilah yang
melakukan pendaftaran tentang beralihnya jaminafusia pada Kamtor
Pendaftaran Fidusf4.

Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengduasia mengakibatkan
beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban rpeaefidusia kepada
Kreditur baru sebagaimana diatur dalam Pasal 19 éya Undang-Undang

Jaminan Fidusia. Dengan demikian dengan adaesse ini, maka segala hak

“4 Salim Hs,Op. Cit., him. 87-88.
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dan kewajiban penerima fidusia lama beralih kedaeiaerima Fidusia baru dan
pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahikpada pemberi fidusfa.

Pada pokoknya benda yang menjadi objek jaminamsifidtidak dapat
dipindahtangankan atau dialihkan kepada pihak d&in tetapi dalam Undang-
Undang Jaminan Fidusia ada pengecualian yakni aelabbenda Jaminan
Fidusia tertentu yang dapat dialihkan atau dipitalaiiankan, benda tersebut
dalam bentuk persediaan yang menjadi objek jamiigaisia sebagaimana diatur
dalam Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Kiemuwhl ini diatur lebih
lanjuta dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Jamkidusia yakni pemberi
fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yangadiesbjek Jaminan fidusia.

Pengalihan benda persediaan yang menjadi objeksifidantara lain
termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka teegizsahanya. Hal ini
dilakukan dengan cara dan prosedur yang lazim ukiak dalam usaha
perdagangaff

Pengalihan atau pemindahtanganan benda perseyean merupakan
objek jaminan Fidusia menimbulkan kewajiban bagmperi fidusia, yaitu
pemberi fidusia wajib mengganti benda yang menpiek yang setara, dimana
yang dimnaksud “setara” tidak hanya nilainya tejaga jenisnyd.! Penggantian
dengan barang yang setara inilah yang menjaga tiegan penerima fidusia.
Namun dalam praktik seringkali pemberi fidusia il@lalam penggantian barang
yang telah dialihkan sehingga membawa kerugian pegerima fidusia, karena
penerima fidusia sulit melakukan kontrol terhadays&eluar masuknya barang
persediaan.

Pemberi Fidusia dapat mengalihkan, menggadaikin menyewakan
kepada pihak lain Benda yang menjadi objek JamiRatusia yang tidak
merupakan benda persediaan, dengan syarat harnyaagarsetujuan tertulis
terlebih dahulu dari penerima fidusia (Pasal 23 é&aUndang-Undang Jaminan

Fidusia). Yang dimaksud dengan “Benda yang tidakrupekan benda

%> Guse Prayudijaminan dalam Perjanjian Utang Piutang, (Yogyakarta: Merkid Press,
2008), him.81-82.

“ IndonesiaQp. Cit., Pasal 21 ayat (1).

“"|bid, Pasal 21 ayat (3).
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persediaan”, misalnya mesin produksi, mobil pribadau rumah pribadi yang

menjadi objek Jaminan Fidusia.

2.3.7 Hapusnya Jaminan Fidusia

Yang dimaksud dengan hapusnya jaminan Fidusia fad@alak berlakunya
lagi jaminan Fidusia. Ada tiga sebab hapusnya jamiidusia, yaitu :

a. Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia. Yanigakisud
hapusnya hutang adalah antara lain karena pelundaan bukti
hapusnya hutang berupa keterangan yang dibuattmredi

b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh peneruhngiéi; atau

c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fiduslasnahnya
benda jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asir (Pasal 25
Undang-Undang Jaminan Fiduéfa.

Kreditur harus memberitahukan kepada Kantor Peéadef Fidusia
mengenai hapusnya jaminan fidusia sebagaimanar dlatam Pasal 25 ayat (3)
Undang-Undang Jaminan Fidusia, hal ini dilakukamagumemberi kepastian
kepada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mencomia) pencatatan jaminan
fidusia dari buku daftar fidusia dan menerbitkanrasuketerangan yang
menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia yangdegkutan tidak berlaku lagi
(Pasal 26 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Jaminan Bjdusi

Sesuai dengan sifaccesoir dari jaminan fidusia, adanya jaminan fidusia
tergantung pada adanya piutang yang dijamin petnmys apabila piutang
tersebut hapus karena hapusnya utang yang dijaemgath fidusia, dengan
sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan memjagdus. Menurut penjelasan
Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia,shgpuutang disini yang
menyebabkan hapusnya jaminan fidusia antara lai@nkapelunasan, dan bukti
hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat cdelitle. Sementara itu dalam
Pasal 25 ayat 2 dijelaskan bahwa musnahnya benmdparganjadi objek jaminan
fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagwnttmaksud dalam Pasal
10 huruf b. Penjelasan Pasal 25 ayat 2 tersebutperamsi bahwa klaim asuransi

yang akan menjadi pengganti objek jaminan fidusisgbut.

“8 Salim hsOp. Cit, him. 88
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24  Analiss Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Barang
Persediaan Sebagai Objek Jaminan Fidusia
24.1 Status Hasil Penjualan Barang Persediaan Sebagai Objek Jaminan
Fidusia Dalam Perjanjian Kredit
Benda Persediaan sebagai objek jaminan fidusia hkerkeistimewaan
tersendiri, berbeda dari objek fidusia lainnya. @ebenda persediaan tersebut
sangat dimungkinkan dipindahtangankan meskipun ngedaerstatus sebagai

objek jaminan fidusia karena merupakan usaha pdikakpemberi fidusia.

Melihat rumusan pasal-pasal mengenai barang peesedialam Undang-
Undang Jaminan Fidusia dan dikaitkan dengan peaelamum serta penjelasan
atas pasal-pasal tersebut, nampak banyak kejamgdalam penggunaan istilah.
Hal ini nampak dari pendapat prof. Dr. Sutan Renjgh&eini, S.H., yang
menyatakan sebagai berikut :

“Dalam butir 3 penjelasan umum disebutkan istilaberida dalam

persedian” dan “benda dagangan”. Dalam pasal 3gbdikan pula istilah

“Benda Perdagangan”. Antara penjelasan umum daal Bds undang-

undang tidak konsisten dalam penggunaan istilatarD#asal 21 ayat (1)

disenutkan hanya “benda persediaan” sedangkan dbelagangan” atau

“benda perdagangan” tidak disebutkan. Sedangkan b@emfidusia

seyogyanya diberikan wewenang bukan saja untuk alibkgn “ benda

persediaan” atau “benda dalam persediaan” tetgpi foenda perdagangan”
atau “benda dagangafr’.

Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusiayatekan bahwa
Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persedyazmgy menjadi objek
Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang ldit@akukan dalam usaha
perdagangan, namun hal itu tidak terlepas dari eamgian, sebagaimana
tercantum dalam ayat (2) dan (3) Pasal 21 tersghng mengatur bahwa
Ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak berégdabila telah terjadi cidera
janji oleh debitor dan atau Pemberi Fidusia seeada yang menjadi objek
Jaminan Fidusia yang telah dialihkan wajib digah&h Pemberi Fidusia dengan
objek yang setara.

Dengan adanya ketentuan sebagaimana tercatum dRdaal 21 ayat (1)
tersebut, maka kewajiban untuk pelaporan dan pesmarh sebagaimana yang

9 Sutan Remy Sjahdeir@p.Cit., hal.46
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diharuskan oleh Pasal 16 Undang-Undang Jaminarsigididak berlaku untuk
perubahan atas stok barang dagangan. Hal ini séogjatsebab jika tidak, sulit
dibayangkan kesibukan kreditur untuk mengurus peonan pendaftaran atas
setiap perubahan tersebut.

Jika memang dengan penjaminan melalui fidusia telalupakan peralihan
hak milik dari pemberi fidusia kepada penerima $idy maka sulit ditemukan
alasan pembenar bagi tindakan pemberi fidusia umhe{alui penyerahan
menjadikan pihak ketiga sebagai pemilik atas beratey bukan miliknya. Pasal
1471 KUH Perdata secara tegas menyatakan bahwdegliabarang orang lain
adalah batal.

Selain hal tersebut diatas, dalam Pasal 21 ayafrf@ang-Undang Jaminan
Fidusia secara tegas menyebutkan wajib diganti pkemberi fidusia dengan
objek yang setara, selanjutnya penafsiran makrerasefapat ditentukan dalam
penjelasannya, yakni setara tidak hanya nilai igteya sejenisnya, yang menjadi
persoalan ialah siapakah yang menentukan setaraidéknya benda pengganti,
bilamana ukuran setara itu ditentukan apakah paatarsenjual barang dagangan
yang diganti atau saat pembelian benda penggaai, bkhgaimanakah akibat
hukum jika para pihak tidak mencapai kata sepakemgenai kesetaraan nilai
ataupun jenisnya tersebit.

Pasal 23 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatwéaaengan tidak
mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalaal Phsapabila penerima
fidusia setuju bahwa Pemberi Fidusia dapat mendgumamenggabungkan,
mencampur, atau mengalihkan Benda atau hasil dard® yang menjadi objek
Jaminan Fidusia, atau menyetujui melakukan penagibtau melakukan
kompromi atas piutang, maka persetujuan tersetlak tberarti bahwa penerima
fidusia melepaskan Jaminan Fidusia, serta pemideisif dilarang mengalihkan,
menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak laideBgang menjadi objek
Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda peesgedikecuali dengan
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari peneritasia, hal tersebut memberikan
kesempatan bagi pemberi fidusia untuk dapat mdmrgali benda yang
merupakan objek fidusia selain dari benda persedimamun hanya dapat

%0 J. Satrio (a)Qp. Cit., him. 288
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dilakukan dengan persetujuan penerima fidusia. &krldengan benda persediaan
yang pengalihannya dapat dilakukan sesuai dengandea prosedur yang lazim
dalam perdagangan tanpa memerlukan izin terlebibldadari penerima fidusia.

Untuk melindungi kreditur sebagai pihak yang menaribarang maka
pemberi fidusia diwajibkan mengganti barang peesmdiyang telah dialihkan
tersebut dengan benda yang senilai atau setarg daraksud setara disini tidak
hanya nilainya tetapi juga jenisnya sebagaimaneamtum dalam Penjelasan
Pasal 21 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dari kegenini dapat disimpulkan
bahwa selama pemberi fidusia mengalihkan bendagieen yang menjadi objek
fidusia dan menggantinya dengan barang yang sesdlai sejenis, maka uang
hasil penjualan atau pengalihan benda persediesgbtg bukan merupakan objek
dari jaminan fidusia tersebut. Adapun upaya untetkgamanan yang dirasa tepat
agar digantinya barang persediaan yang telah dgledl debitur dengan objek
yang setara maka pada saat timbul tagihan dariugkam barang persediaan
baiknya tagihan tersebut diserahkan atau dipegéaty loeditur sampai debitur
dapat mengganti barang persediaan yang telah dipkath dengan objek yang
setara.

Uang maupun piutang yang timbul sebagai hasil pémjuatau pengalihan
barang persediaan yang merupakan objek jaminarsifiddapat dikategorikan
sebagai objek jaminan fidusia juga apabila dalamapgan kredit dilakukan
pengikatan kas debitur, jika hal ini dilakukan makdinya uang yang masuk
dalam kas debitur yang merupakan uang hasil pemuadrang persediaan juga
diikat sebagai objek jaminan dan tidak dapat dipidngankan atau digunakan
untuk keperluan usaha.

Ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Jamiitrsig tersebut yang
mengharuskan bahwa benda yang menjadi objek jamiicisia yang telah
dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wdiganti oleh pemberi
fidusia dengan objek yang setara, tidak sejalangalenkebutuhan praktek.
Apabila bank memberikan kredit kepada seorang debihtuk suatu transaksi

untuk suatu pembelian barang dan transaksi ituahdaliatu transaksi yang

> Hasil Wawancara dengan Senior Manager Businessia@lenter PT. Bank Mandiri,
Tbk cabang WR. Supratman, Bandar Lampung.
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eenmalig, dan sumber pelunasan dari kredit itu adalahrdesil penjualan barang-
barang yang dibeli itu, maka barang-barang ituktislaungkin diganti oleh
pemberi fidusia. Bankpun tidak bermaksud agar pemb@usia mengganti
barang-barang yang telah dijual oleh debitur itany penting bagi bank adalah
credit outstanding yaitu jumlah kredit yang ditarik oleh nasabah dagium
dilunasi sesuai dengan nilai barang yang masihpaestock yang belum terjual
dan nilai barang yang dijual tidak kurang dari krgeng sudah digunakaf.

Pada praktiknya dalam perbankan selama kredit etjkatkan lancar yaitu
dimana pembayaran angsuran pokok dan/atau bungawegtu, memiliki mutasi
rekening yang aktif, dan bagian dari kredit yangardin dengan agunan
tunai(cash collateral) maka tidak timbul permasalahan dalam hal persediaag
telah dialihkan belum diganti dengan benda yanara&t Maka dalam hal kredit
lancar artinya pembayarannya tepat waktu maka tidatapat masalah jika
debitur tidak menyerahkan uang hasil penjualanmang dalam kas debitur)
sebagai ganti berkurangnya objek jaminan fidusieugee barang persediaan,
karena pada dasarnya tidak terdapat pengikatadatas) hal objek yang menjadi
jaminan fidusia adalah barang persediaan.

Mengingat barang-barang persediaan tersebut daghikdn tanpa izin
terlebih dahulu dari penerima fidusia, maka petimghn bagi penerima jaminan
dalam hal ini adalah kreditur, perlu dilakukan tama jika debitur wanprestasi
atau ingkar janji. Wanprestasi terjadi jika debitillak memenuhi prestasi
sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-UWn#iarkum Perdata,
seorang dapat dikatakan wanprestasi apabila :

a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi

b. Tidak tunai memenuhi prestasi

c. Terlambat memenuhi prestasi

d. Keliru memenuhi prestasi

Dalam hal kredit telah jatuh tempo, maka debituajibvmelunasi utangnya.

Masalah baru timbul ketika terjadi wanprestasi d@lam arti debitur tidak dapat

*2 Sytan Remy Sjahdeiripc. Cit.
%3 Hasil Wawancara dengan Senior Manager BusineskiaGenter PT. Bank Mandiri,
Tbk cabang WR. Supratman, Bandar Lampung.
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membayar atau menunggak membayar kredit yang sharudibayar baik
dengan cara tunai maupun mengangsur sedangkan jabjgkan berupa barang
persediaan yang ada tidak sama nilainya dengandipeganjikan. Ketika hal ini
terjadi maka status uang hasil penjualan objekrnamitentunya dapat dijadikan
sebagai ganti objek jaminan yang telah dipindaldakgn, sehingga uang hasil
penjualan barang persediaan tersebut juga merupatijak jaminan dalam hal
kredit telah jatuh tempo dan nilai objek jaminadald memenuhi nilai penjaminan
yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit.

Dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Jaminan i@iddistur pula
bahwa dalam hal pemberi Fidusia cidera janji ataanprestasi, maka hasil
pengalihan dan atau tagihan yang timbul karenaadran demi hukum menjadi
objek jaminan fidusia pengganti dari objek Jamir@dusia yang dialihkan.
Tagihan yang dimaksud dalam hal ini adalah piutgngy belum dibayarkan oleh
pihak ketiga sebagai kewajiban yang timbul akilzi dembelian objek jaminan
fidusia berupa barang persediaan.

Maka jika debitur wanprestasf:

a. Benda Persediaan yang menjadi objek Fidusia tidgdatddialihkan

lagi;

b. Hasil pengalihan dan/atau tagihan yang timbul kag@engalihan demi
hukum menjadi objek jaminan fidusia dari objek jaam fidusia yang
telah dialihkan.

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa status uasd penjualan barang
persediaan sebagai objek jaminan fidusia berubatjagieobjek jaminan fidusia
yang juga diperjanjikan dalam perjanjian kreditegdi perjanjian obligatoir dari
perjanjian jaminan ketika kredit sudah jatuh termgan/ atau ketika kredit
dikategorikan sebagai kredit macet sehingga digmggdagai wanprestasi atau
cidera janji dari pemberi fidusia. Dengan kata laasil penjualan objek jaminan
fidusia berupa barang persediaan dapat digolong&bagai objek jaminan fidusia

sebagai ganti pemindahtanganan atau penjualan f@ojekan.

** Munir Fuady (b) Op.Cit., him.48
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2.4.2 Implementas Hukum Terhadap Debitur Yang Tidak Menyerahkan
Hasll Penjualan Barang Persediaan Kepada Kreditur Sebagai Ganti
Objek Jamian Yang Telah Dipindahtangankan
Pada prinsipnya baik pendaftaran suatu benda maikaian jaminan

dimaksudkan untuk melindungi hak kepemilikan beatiu pemegang jaminan

yang bersangkutan terhadap pihak debitur yang kghkmogin akan mengalihkan
objek jaminan fidusia pada pihak lain.

Asas Publisitas dalam jaminan Fidusia merupakaahsahtu cara untuk
melindungi pihak kreditur, karena semakin terpuddikya suatu jaminan utang,
maka akan semakin baik, tidak hanya bagi kredetapi juga bagi masyarakat
pada umumnya, kewajiban pendaftaran jaminan fidosaupakan perwujudan
dari asas publisitas. Dengan pendaftaran, diharapltek debitur yang beritikad
tidak baik tidak lagi dapat membohongi kreditur iman calon kreditur dengan
memfidusiakan lagi objek jaminan fidusia atau bahkaenjual objek jaminan
fidusia.

Tampaknya tujuan serta prinsip tersebut belum dbpdbku bagi objek
jaminan fidusia yang berupa barang persediaanintdikarenakan tidak adanya
pengaturan yang tegas khusus bagi objek jaminanphebarang persediaan,
kecuali barang persediaan berupa komoditi pertayaaug kini telah diatur dalam
Undang-Undang Resi Gudang.

Persediaan barang dagangan yang dapat dan semukasi sebagai
jaminan kredit sangat beraneka ragam jenisnya. iBadagangan dibedakan
misalnya dari segi daya tahan penyimpanannya sebagang yang mudah rusak
dan barang yang dapat disimpan lama atau daripgggigunaannya. Perbedaan
barang persediaan seperti dikemukakan diatas piplerhatikan dengan baik
karena menyangkut tentang tata cara penyimpananmp&awatannya,
penggunaan dan harganya. Contohnya : beras, gsilga paralatan listrik, pipa-
pipa, cat, peralatan kunci pintu dan jendela.

Pemberi fidusia dalam jangka waktu tertentu atatiagewaktu yang
dipandang perlu oleh kreditur, memberikan laporariulis secara terperinci
kepada penerima fidusia, tentang adanya dan keatlaaobjek jaminan fidusia

serta perubahannya serta bukti yang sah. Daftaiarindan laporan tersebut
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merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktanan fidusia. Namun dalam
praktik di kenyataannya hal ini sangat sulit dilkém mengingat terlalu sering
keluar masuknya barang.

Benda persediaan/ stok barang yang dijadikan olgekinan fidusia
biasanya diasuransikan oleh pemberi fidusia untekjaga hal-hal yang tidak
diinginkan, seperti bahaya kebakaran, kehilangamus premi asuransi harus
ditanggung dan dibayar oleh pemberi fidusia.

Bank harus aktif mengawasi agar benda persedigdak/ lsarang tetap
jumlahnya dan nilainya sesuai dengan yang disepalaiitur kepada bank.
Petugas pemeriksaan hendaknya melakukan pemerikedapangan secara rutin
dan insidentil terhadap barang jaminan. Selain koglan pengawasan yang
seringkali disebut sebagai OT8n the spot), dalam pelaksanaan kredit dengan
agunan berupa barang persediaan untuk menjagenienya terlunasinya utang,
maka terdapat jaminan tambahan lainnya berfiged asset seperti tanah,
bangunan dan benda tidak bergerak laimiya.

Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusiagaten bahwa
pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaag menjadi objek jaminan
fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakiudalam usaha perdagangan
terhadap benda yang menjadi objek jaminan fiduargyytelah dialihkan tersebut
wajib diganti oleh pemberi fidusia dengan objek gyaetara sebagaimana diatur
dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Jaminanigidus

Dalam hal debitur wanprestasi, maka benda persediaag telah menjadi
jaminan bagi pelunasan hutang kepada kreditur ah&an kepada kreditur (Pasal
30 Undang-Undang Jaminan Fidusia) dengan syarawvéatpabila ada benda
persediaan yang telah dialihkan oleh debitur, bénleahulu wajib diganti dengan
nilai yang setara oleh debitur, sebab krediturktideenanggung kewajiban atas
akibat tindakan atau kelalaian debitur baik yanmbtil dalam hubungan
kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melatvakum sehubungan dengan
penggunaan dan pengalihan benda yang dijadikak @gbjgnan fidusia (Pasal 24
Undang-Undang Jaminan Fidusia).

>* Hasil Wawancara dengan Senior Manager Businessia@lenter PT. Bank Mandiri,
Tbk cabang WR. Supratman, Bandar Lampung.
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Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Janfiitursia Pemberi
Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atanyewakan kepada pihak
lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yadak merupakan benda
persediaan, kecuali dengan persetujuan tertuliebier dahulu dari penerima
fidusia. Dengan adanya ketentuan tersebut makandadd objek jaminan fidusia
adalah berupa barang persediaan dapat dialihkgadakan atau disewakan
kepada pihak lain. Hal ini yang menimbulkan masad@ham praktik karena
seringkali pemberi fidusia mengalihkan barang yangnjadi objek jaminan
fidusia tanpa menggantinya dengan yang setara aghaga diwajibkan dalam
Pasal 21 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Meskipun terdapat ketentuan mengenai kewajiban geerigan barang
persediaan yang telah dialihkan, tidak ada sarksg\tegas apabila hal ini tidak
dilakukan, dan pihak bank pun sebagai krediturktis@emungkinkan untuk
melakukan kontrol dan pengawasan terus meneruad@phsatu persatu debitur
yang menjaminkan barang persediaan sebagai oloje&idi. Hal ini yang menjadi
kendala dalam praktik.

Masalah timbul manakala perjanjian kredit terseblgh jatuh tempo atau
pembayaran angsuran kredit terhambat dan pembdesid tidak dapat melunasi
utangnya, maka pihak bank sebagai penerima fidysmy hendak melakukan
eksekusi terhadap objek jaminan tersebut tidak tdaegakukannya dikarenakan
kurangnya jumlah ataupun nilai dari barang tersetarena diperjualbelikan
ataupun dipindahtangankan oleh pemberi fidusiaif@gbUang penghasilan dari
penjualan barang-barang tersebut pun tidak disarahideh debitur kepada
kreditur. Namun kreditur sebagai penerima fidugdakt memiliki alas hak yang
kuat untuk meminta uang hasil penjualan tersebsthdibkan tidak adanya
pengaturan yang jelas mengenai hal ini.

Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakahwa pemberi
fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau mealkawBenda yang menjadi
objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalasal P8 ayat (2) yang
dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahdbri Penerima Fidusia,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dafayn dan denda paling
banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiahtefduan ini dirasa hanya dapat
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digunakan ketika objek jaminan fidusia adalah barbarang yang bukan barang
persediaan, sehingga ketentuan tersebut pun tidpat dlikenakan bagi debitur
yang menjaminkan barang persediaan dengan fidusené barang persediaan
sendiri memiliki keistimewaan dalam Undang-Undarmgnihan Fidusia, maka
seringkali sulit untuk mengimplementasikan Undanglahg Jaminan Fidusia ini
terhadap objek jaminan fidusia berupa barang p&aed

Namun dalam Pasal 34 Undang-Undang Jaminan Fidliatar bahwa
dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjamingenerima fidusia wajib
mengembalikan kelebihan tersebut kepada pembeausiidsedangkan apabila
hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasangjteabitor tetap bertanggung
jawab atas utang yang belum terbayar. Dari Pasaéliat dapat disimpulkan
bahwa apabila terdapat kekurangan dalam pelunagtand dengan jaminan
fidusia, maka pemberi fidusia atau debitur tetaptdoggung jawab untuk
melunasi hutang tersebut sampai benar benar terlpgrauh. Pasal ini dapat
digunakan oleh Bank sebagai kreditur untuk memip&tanggungjawaban
debitur dalam hal debitur atau pemberi fidusia kigaenyerahkan uang hasil
penjualan barang persediaan yang merupakan objaknga fidusia ataupun
piutang hasil penjualan atau pemindahtanganan paeasebut.

Selain Pasal tersebut, dasar yang dapat digunakdok umeminta
pertanggungjawaban dari debitur yang tidak menyemarhasil penjualan atau
pemindahtanganan objek jaminan adalah akta not@arisendiri. Dalam akta
jaminan fidusia yang dibuat notaris terdapat bgisergasal yang dapat
melindungi kreditur antara lain:

a. Kreditur pada dasarnya mendapat jaminan dari debahwa debitur
sebagai pemberi jaminan adalah pemilik sah baramginpn dan
membebaskan kreditur sebagai penerima jaminanididdai semua
tuntutan atau gugatan yang diajukan pihak manapun.

b. Kreditur sebagai penerima fidusia berhak untuk Rkwian
pemeriksaan terhadap objek jaminan fidusia. Selgdoudengan hak

ini penerima fidusia juga berhak menerima lapottas abjek jaminan.
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c. Apabila bagian dari objek jaminan fidusia sudalpa&ai atau terjual
maka penerima jaminan fidusia berhak mendapatkaggamtian atas
barang atau objek jaminan yang sejenis dan mempuilgasetara.

d. Apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibanniau avanprestasi
maka objek jaminan fidusia harus diserahkan dengggera oleh
pemberi fidusia kepada penerima fidusia.

Dari ketentuan dalam akta notaris tersebut, maledikr dapat melakukan
pemeriksaan sewaktu waktu dan apabila debitur vestgsi termasuk tidak
melakukan penggantian barang persediaan yang tigtahdahtangankan maka
kreditur dapat meminta objek jaminan fidusia temakaasil penjualan dan
piutang atas itu. Perjanjian yang dibuat keduatbpihak tersebut dapat dijadikan
hukum yang mengikat para pihak karena pada dasaugh perjanjian yang
telah memenuhi syarat-syarat seperti yang telamntikan oleh pasal 1320 KUH
Perdata, maka perjanjian itu sah dan membawa akieim bagi para pihak
yang terikat untuk melaksanakan apa yang telalrjdigeéan.

Dalam hal objek jaminan fidusia berupa barang pkas@® yang bisa saja
pada saat perjanjian kredit jatuh tempo, barangepkgian tidak sesuai dengan
jumlah awal atau belum diganti oleh pemberi fidudéan uang hasil penjualan
sebelumnya tidak dapat dipertanggung jawabkan kelbe@nnya, maka terdapat
kemungkinan nilai pinjaman tidak terlunasi dengaengeksekusi objek jaminan
fidusia yang tersedia saja. Guna mengatasi haklatsterdapat beberapa
kemungkinan, yaitu :

a. Jika terdapat jaminan / agunan tambahan sefpeati asset yang telah
disebutkan  sebelumnya, maka pelunasannya dapat amleng
mengeksekusi agunan lainnya tersebut.

b. Jika tidak terdapat jaminan/ agunan tambahan makditur dapat
meminta debitur untuk bertanggung jawab atas utgagg belum
dibayar namun dengan tidak dapat secara langsumjuaheeksekusi
harta kekayaan debitur yang lain, tetapi harusdmiyman pada Pasal
1131 KUH Perdata dengan cara melalui gugatan @eidaPengadilan
Negeri. Dalam Pasal 1131 diatur bahwa :
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“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergeakpun yang tak
bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baruasleadi kemudian
hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatasgoeangan.”

Dalam hal ini sangat beralasan Pengadilan Negerijandkan putusan

serta merta berdasarkan Pasal 180 HIR. Namun j&aggunakan cara ini

Kedudukan Kreditur (penerima fidusia) melalui pin#i jatuh menjadi

kreditur konkuren berdasarkan Pasal 1136 KUH Paydaal itu terjadi

disebabkan hak mendahului yang dimilikinya terbgtada benda objek
jaminan fidusia.

Selain itu apabila kreditur jeli maka terdapat kegkinan kreditur
melaporkan debitur dengan tindak pidana berupa geagan apabila dalam
keadaan debitur tidak dapat menyerahkan hasil plmjwarang persediaan yang
merupakan objek jaminan fidusia tersebut, hal berseukup beralasan karena
pada dasarnya hasil penjualan objek jaminan fidtsiaebut merupakan hak
kreditur apabila objek jaminan yang diperjanjikanagval tidak sesuai dengan
kenyataan di lapangan. Adapun unsur-unsur penggelgpitu sesuai dengan
Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwangasiapa dengan
sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuaitu deluruhnya maupun
sebagian milik orang lain yang berada dalam kelarasm bukan karena
kejahatan diancam dengan penggelapan. Unsur-umndangptersebut terpenuhi
karena pada dasarnya hasil penjualan barang paasegtang merupakan objek
jaminan fidusia itu berada di tangan debitur bukarena kejahatan. Keberadaan
benda objek jaminan fidusia tersebut ditangan deltierdasarkan kepercayaan
namun dengan ketentuan bahwa hak kepemilikannyak tidgi berada pada
debitur. Begitu pula dengan hasil penjualan barpagsediaan, ketika barang
persediaan belum dapat diganti dengan objek yangraseataupun debitur
melakukan wanprestasi, maka hasil penjualan tetsabupakan milik kreditur

hanya saja berada ditangan debitur sebagai pensiika.

2.4.3 Eksekus Terhadap Objek Jaminan Fidusia Berupa Barang Per sediaan
Salah satu ciri dari jaminan hutang kebendaan yemlg adalah manakala

hak tanggungan tersebut dapat dieksekusi secaah @ap proses yang sederhana,
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efisien dan mengandung kepastian huR@mJntuk mengetahui mengenai
pelaksanaan hak-hak jaminan perlu lebih mendalamger&i hukum eksekusi
yaitu hukum yang mengatur tentang pelaksanaan &kk#reditur dalam

perutangan yang tertuju terhdap harta kekayaarudelpnanaka perutangan itu
tidak dipenuhi secara suka rela oleh debifur.

Eksekusi objek jaminan fidusia adalah alternatifraktbir dalam
penanggulangan kredit-kredit bermasalah dalam gkakperbankan. Kredit
bermasalah seringkali diartikan sebagai kredit maoteh karena itu perlu
diketahui bagaimana kriteria dari kredit-kredit sedput. Klasifikasi kredit
berdasarkan kelancaran pemenuhan prestasinya agdlabai berikuf®

1. Kredit digolongkan sebagai kredit Lancar, apalbitemenuhi kriteria

sebagai berikut :

a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepai;wakt

b. Memiliki mutasi rekening yang aktif;

c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan t(cesh
collateral).

2. Kredit digolongkan sebagai kredit dalam PedmtKhusus, apabila

memenuhi Kriteria sebagai berikut :

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bungg lalum
melampaui 90 (sembilan puluh) hari;

b. Kadang-kadang terjadi cerukan;

c. Mutasi rekening relatif aktif;

d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak ygeyjdnjikan;

e. Didukung oleh pinjaman yang baru.

3. Kredit digolongkan sebagai kredit Kurang Lancapabila memenuhi

kriteria sebagai berikut :

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bungg telah
melampaui 90 (sembilan puluh) hari;

b. Sering terjadi cerukan;

*% Salim hs Op.Cit., him.64.

>" Munir fuady,Op.Cit., him.57.

*yuli Prasetyo Adhi,  Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia,
http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/373081949%df, diunduh 17 April 2012.
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Mutasi rekening relatif rendah;
d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang dipekanjlebih dari
90 (sembilan puluh) hari;
e. Terdapat likuidasi masalah keuangan yang dihadaptut;
b. Dokumentasi pinjaman lemah
4. Kredit digolongkan sebagai kredit diragukamal@la memenuhi kriteria
sebagai berikut :
a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bungg telah
melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari;
Terjadi cerukan yang bersifat permanen;
Terjadi wanprestasi lebih dari 180 (seratus delggudnh) hari;
Terjadi kapitalisasi bunga;

®© o o o

Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjiaedit
maupun peningkatan jaminan.

5. Kredit digolongkan sebagai kreditaoet, apabila memenuhi kriteria

sebagai berikut :

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bungg telah
melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari;

b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru;

c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan ticidpat
dicairkan pada nilai wajar.

Mengenai eksekusi jaminan fidusia diatur dalam P& sampai 34
Undang-Undang Jaminan Fidusia. Yang dimaksud derejeekusi jaminan
fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yangaui objek jaminan fidusia.
Yang menjadi penyebab timbulnya atau dasar alagaekaesi objek jaminan
fidusia ini adalah karena debitur atau pemberi diducidera janji atau tidak
memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepadaipenfidusia, walaupun
mereka telah diberikan somaSiKetentuan cidera janji yaitu lalai memenuhi
perjanjian atau tidak memenuhi prestasi dalam jangkktu yang ditentukan.
Tetapi secara khusus dan rinci dapat diatur dalamtr&k oleh para pihak

mengenai hal-hal yang berkenaan dengan cidera (pvait of default). Model-

%9 Salim hsOp.Cit., him. 90.
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model eksekusi jaminan fidusia menurut Undang-Ugdiaminan Fidusia adalah
sebagai berikut:

a. Secara fiat eksekusi (dengan memakai titel ekseklitoyakni lewat
suatu penetapan pengadif8iPelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima
fidusia. Yang dimaksud dengan titel eksekutoritdgdnak eksekusi) yaitu
tulisan yang mengandung pelaksanaan putusan pésmgadiang
memberikan dasar untuk penyitaan dan lelang ekecitorial verkoop)
tanpa perantaraan hakfth.

b. Secara parate eksekusi, yakni dengan menjual (tpepa penetapan
pengadilan) di depan pelelangan umiinenjualan benda yang menjadi
objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima ifidasndiri melalui
pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangieri hasil
penjualart>

c. Dijual dibawah tangan oleh pihak kreditur sentfiri.

Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasal&sepakatan
pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demiélapat diperoleh
harga yang tertinggi yang menguntungkan para piliénjualan ini
dilakukan setelah lewat 1 bulan sejak diberitahukaoara tertulis oleh
pemberi dan penerima fidusia kepada pihak yangeperitingan dan
diumumkan sedikitnya dalam 2 surat kabar yang la&rdddaerah yang
bersangkutan (Pasal 29 Undang-Undang Jaminan B)dtisi

d. Sungguhpun tidak disebutkan dalam Undang-Undang indam
Fidusia,tetapi tentunya pihak kreditur dapat mengmprosedur eksekusi
biasa lewat gugatan ke pengadifan.

Pada prinsipnya eksekusi jaminan fidusia sanghhdeingi dengan adanya
titel eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusy@mng menjanjikan eksekusi
secara langsung tanpa melalui pengadilan, dendeah etksekutorial ini pula

%9 Munir fuady,Op.Cit., him. 58.
® salim hsLoc.Cit.

%2 Munir fuady,Loc. Cit.

®3 Salim hsLoc. Cit.

% Munir fuady,Loc. Cit.

%5 Salim hs/Loc. Cit

% Munir fuady,Loc. Cit.
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kreditur dapat melakukan penyitaan terhadap hagtatut apabila debitur tidak
mau menyerahkan objek jaminan ataupun tidak dapatmasi hutangnya.

Penjualan melalui lelang umum pada dasarnya mekgenjprospek jual
yang lebih baik karena akan ada banyak penawammuN tidak selalu demikian
halnya dengan lelang eksekusi yang mengandungrfagtdesak, penjual dan
pembeli tidak pada posisi yang seimbang. Penjualalalui lelang ini biasanya
jauh dibawah nilai harga jual di pasaran yang samgaugikan pihak debitur dan
kreditur, karena adanya nilai likuidasi.

Apabila menurut perkiraan penjualan secara lelatak takan menghasilkan
nilai tertinggi, Undang-Undang Jaminan Fidusia nt@plean pengecualian yaitu
dapat dijual dibawah tangan sebagaimana diatund®asal 29 ayat (1) huruf c
dengan persyaratan yang telah disebutkan di atas.

Dalam prakteknya pelaksanaan eksekusi objek janfidasia kebanyakan
dilakukan dengan penjualan di bawah tangan. Caraygbesaian ini lebih
menguntungkan debitur/pemberi fidusia dan kredisgbab penyelesaiannya
dapat lebih cepat dan biaya-biaya jauh lebih ringaperti biaya perkara, dan bea
lelang tidak dikenakan dengan cara ini. Denganya¢an dibawah tangan ini
diharapkan harga akan mencapai nilai yang sewaasghingga piutang kreditur
dapat dilunasi dan apabila masih tersisa dari hargamaka sisa pembayaran
tetap akan menjadi milik debit6if.

Dalam Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia dikgat bahwa
pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang membgk jaminan fidusia
dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidhsib.ini berarti dalam
pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, pemberi iadatau debitur diwajibkan
menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan terknasla piutang dan hasil
penjualan dalam hal objek jaminannya adalah bamergediaan. Dalam hal
Pemberi Fidusia tidak menyerahkan benda yang mieafgdk jaminan fidusia
pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidosrdak mengambil Benda
yang menjadi objek jamina fidusia dan apabila pdga meminta bantuan pihak

berwenang®

*” Hasil Wawancara dengan Senior Manager Businessia@lenter PT. Bank Mandiri,
Tbhk cabang WR. Supratman, Bandar Lampung.
*® Gunawan Widjaja dan Ahmad Ya@p. Cit., him.153.
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Secara teoritis eksekusi terhadap benda yang meshgek jaminan fidusia
sangat dilindungi oleh undang-undang, sesuai dekgtmtuan Pasal 29 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminatusia yang
menyebutkan apabila debitur cidera janji, maka kikeeditur dapat menjual
benda tersebut kepada pihak lain guna pelunasamdnya. Seperti yang sudah
disebutkan di atas bahwa benda tersebut masih dadmguasaan pihak debitur
yang beritikad tidak baik dapat menggugat pihaklikoe dengan alasan perbuatan
melawan hukum. Apabila terjadi hal demikian makaukmmendapatkan benda
tersebut pihak kreditur harus memohon kepada pleakadilan.

Penerima fidusia mempunyai hak untuk mengambil &eolgjek jaminan
fidusia dari tangan pemberi fidusia, apabila pa sksekusi dilakukan, pemberi
fidusia tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusigebut secara sukarela,
yang disebuthe right to resposses, dengan acuan peneragan:

a. Pemberi fidusia melakukan cidera janji.

b. Pada saat eksekusi dilakukan, pemberi fidusia tiha@ki menyerahkan
objek jaminan fidusia secara sukarela.

c. Bertitik tolak dari keingkaran itu, Undang-Undamgmberi hak kepada
penerima fidusia dalam kedudukan dan kapasitaselyagsi legal owner
untuk mengambil penguasaan objek jaminan fidusiatdagan pemberi
fidusia dalam kedudukan dan kapasitasnya selsmgaomic owner atas
objek jaminan fidusia.

d. Apabila perlu penerima fidusia dapat meminta bamtyshak yang
berwenang. Mengenai yang berwenang dalam pelaksgreragambilan
objek jaminan fidusia dari tangan pemberi fidusatly boleh pihak Polri
(Kepolisian Republik Indonesia) atau Pengadilan éMiederdasarkan
Pasal 200 ayat (11) HIR.

Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda objek jamiidusia kepad&®

a. Penerima fidusia atau kepada jawatan lelang,

b. Kepada pembeli lelang,

v uli Prasetyo Adhi,  Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia,
http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/373081949%df, diunduh 17 April 2012.
" Ibid.
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c. Kepada pembeli di bawah tangan, jika penjualnysbalivah tangan,

penerima fidusia memilikihe right to resposses.

Dalam Pasal 31 Undang-Undang Jaminan Fidusia diktoih lanjut
mengenai eksekusi objek jaminan fidusia berupanggapersediaan, yaitu dalam
hal benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tead&s benda perdagangan
atau efek yang dapat dijual di pasar atau di byrsajualannya dapat dilakukan di
tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturanndasarg-undangan yang
berlaku. Artinya dimungkinkan bagi jaminan fiduslarupa barang persediaan
untuk di eksekusi ditempat-tempat tertentu seseaakarannya, yaitu di pasar
dan bagi efek di mungkinkan di eksekusi dengaratifa bursa.

Pasal 32 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatariqaliwa setiap janiji
untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yanganebjek jaminan fidusia
dengan cara yang bertentangan dengan ketentuagas®baa dimaksud dalam
Pasal 29 dan Pasal 31, janji tersebut batal demkiirhuArtinya apabila dalam
akta jaminan fidusia maupun perjanjian kredit tegt&ara-cara eksekusi yang
lain daripada di atur dalam Undang-Undang yangakearlbagi jaminan fidusia,
maka hal itu tidak dapat dilakukan dan janji tegtdral tersebut menjadi batal
demi hukum.

Dalam eksekusi suatu jaminan terdapat dua kemuagkiang terjadi, yaitu
hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan atau hakgekusi kurang dari nilai
penjaminan, maka dalm hal ini Undang-Undang JamiRaiusia mengatur
sebagai berikut dalam Pasal 34 :

a. Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminBenerima Fidusia

wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Perflokisia.

b. Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk petamutang, debitor

tetap bertanggung jawab atas utang yang belumyi@rba

Ketentuan ini memberikan kewajiban kepada debituuki melunasi utang
sampai ke harta pribadi debitur (pemberi fidusipilala hasil eksekusi objek
yang menjadi jaminan fidusia kurang dari nilai genjnannya. Hal ini tentunya
merupakan upaya perlindungan terhadap krediturgatenni maka dalam hal
objek jaminan fidusia merupakan barang persediaarg yseringkali menyusut

nilainya, tetap harus dipertanggungjawabkan sakgphiarta pribadi debitur.
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BAB 3
PENUTUP

3.1 Simpulan
Berdasarkan uraian materi pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab
sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagal berikut

1. Hasil penjualan objek jaminan fidusia berupa barang persediaan termasuk
dalam objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit.

2. Implementasi hukum sebagai akibat debitur tidak menyerahkan uang hasil
penjualan barang persediaan yang merupakan objek jaminan fidusia
ataupun piutang hasil penjualan barang tersebut antaralain:

a. Pasa 34 Undang-Undang Jaminan Fidusia,
b. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Eksekus jaminan fidusia barang persedisaan menurut Undang-Undang
Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut:

a. Secarafiat eksekusi (dengan memakai titel eksekutorial), yakni lewat
suatu penetapan pengadilan.

b. Secara parate eksekusi, yakni dengan menjua (tanpa perlu penetapan
pengadilan) di depan pelelangan umum.

c. Dijua dibawah tangan oleh pihak kreditur sendiri.

d. Eksekus biasalewat gugatan ke pengadilan.

Khusus barang persediaan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di

bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesual

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan oleh Penulis sehubungan
dengan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka Penulis akan
menguraikan pula beberapa saran sehubungan dengan simpulan yang telah

diberikan. Adapun saran-saran yang akan diuraikan adalah sebagal berikut:
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1. Untuk memperjelas status uang hasil penjualan objek jaminan fidusia
berupa barang persediaan, sebaiknya dipertegas dalam perjanjian kredit
atau akta jaminan fidusia.

2. Diperlukan adanya sanksi yang tegas khususnya bagi pemberi jaminan
fidusia berupa barang persediaan dikarenakan sifat barang persediaan yang
diistimewakan dalam Undang-Undang Jaminan fidusia.

3. Untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak khususnya pihak
kreditur, maka di dalam Jaminan Fidusia dengan jaminan barang
persediaan perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai hal-ha yang
menjamin kepastian hukum yang mengikat kedua belah pihak untuk
memudahkan pelaksanaan eksekusi apabila debitur melakukan

wanprestasi.
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